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TINJAUAN LITERATUR DAN METODE PENELITIAN

A. Tinjauan Literatur

1. Lelang

1.1. Pengertian Lelang

Ada berbagai pengertian lelang yang diberikan gtekar lelang,

seperti yang dikutip dari FX. Ngadijarno, NunungoEkaksito dan Isti
Indrilistiani (2006), yaitu :
1. Polderman sebagaimana dikutip oleh Sutardj@{jL8alam makalahnya

menyebutkan

Penjualan Umum adalah :

Alat untuk mengadakan perjanjian atau persetujuangypaling

menguntungkan untuk si penjual dengan cara mengmmpara

peminat.

Dalam definisi lelang yang diberikan Poldermandbts titik beratnya

pada menghimpun para peminat (pengumuman lelang).

Dengan demikian, ada tiga syarat untuk lelang yalifgerikan

Polderman, yaitu:

a. Penjualan harus selengkap mungkin;

b. Ada kehendak mengikat diri;

c. Pihak lainnya (pembeli) yang akan mengadakaakn&bhn
perjanjian tidak dapat ditunjuk sebelumnya.

Roell, Kepala Inspeksi Lelang tahun 193%beedapat bahwa:
Penjualan Umum adalah :

Suatu rangkaian kejadian yang terjadi antara saatanseseorang
hendak menjual suatu atau lebih dari satu baraeil, decara pribadi
maupun dengan perantaraan kuasanya, memberi kesenmpggpada
orang-orang yang hadir melakukan penawaran untukbak barang-
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barang yang ditawarkan sampai kepada saat dimasamipatan
lenyap.
Titik berat dari definisi yang diberikan Roell adlalpada kesempatan

penawaran barang.

3. M.T.G. Meulenberg, seorang Ahli Lelang Belan@ai department of
Marketing and Agricultural Market Research, Univigrs of
Wageningen, dalam papéwuction in Netherlands Experiences and
Developmentserpendapat bahwa :

“Auction is an intermediary between buyers and illtheir main

objective is price discovery”.

4. Wennek, Balai Lelang Rippon Boswell and conypabwiss,
berpendapat bahwa:
“An Auction is a system of selling to the publigyuamber of individual
items, one at a time, commancing at a set time @etaday. The
Auctioneer conducting the auction invites offerpates for the item

from the attenders.”

5. Christoper L. Allen, Auctioneer dari Australizerpendapat bahwa :
“The saleby auctions involves an invitation to the public the
purchase of real or personal property offered falesby making
successive increasing offers until, subject to dbker reserve price

the property is knock down to the highest bidder

Jadi Pengertian lelang tidak hanya disebutkan daf@smaturan
pelaksana dari Vendu Reglement, namun juga disabutlalam Pasal 1
angka 1 Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 304/KMK002 tanggal
13 Juni 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelanyy y@erbunyi:
Penjualan barang yang terbuka untuk umum baik adaagsung maupun
melalui media elektronik dengan cara penawaranahasgara lisan dan

atau tertulis yang didahului dengan usaha mengutapypbeminat, namun
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juga harus dilakukan dengan campur tangan/dihaddipdepan Pejabat
Lelang dan untuk setiap pelaksanaan lelang harbeatiberita acara

tersendiri (Risalah Lelang) oleh Pejabat Lelanggyaelaksanakan lelang.

Berdasarkan pengertian tersebut tampak bahwa lelaagus

memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Dilakukan pada suatu saat dan tempat yang tigamtukan;

2. Dilakukan dengan cara mengumumkannya terlebinlda

3. Dilakukan dengan cara penawaran atau pembenh#ga yang khusus,
yaitu dengan cara penawaran harga secara lisarsetara tertulis yang
kompetitif;

4. Peserta yang mengajukan penawaran tertinggi dikgiatakan sebagai
pemenang/pembeli;

5. Pelaksanaan lelang dilakukan dengan campur nétigadapan/di depan
Pejabat Lelang;

6. Setiap pelaksanaan lelang harus dibuat Risakhng oleh Pejabat

Lelang yang melaksanakan lelang.

1.2. Fungsi Lelang
Lembaga lelang dalam aplikasinya di masyarakat tierdua fungsi,
yaitu :

1) Fungsi Privat yang tercermin pada saat diganakasyarakat yang
secara sukarela memilih menjual barang miliknyasetelang untuk
memperoleh harga yang optimal. Dalam hal ini lelangan
memperlancar arus lalu lintas.

2) Fungsi Publik yang tercermin pada saat diganakeh aparatur negara
untuk menjalankan tugas umum pemerintahan di bidaegegakan
hukum dan pelaksanaan Undang-Undang sesuai ketepduns diatur
dalam berbagai Peraturan Perundang-undangan, dataraJndang-
Undang Perpajakan, Undang-Undang Acara Pidana demdata,
Undang-Undang Hak Tanggungan, Undang-Undang Pabitissan
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1.3.

Piutang Negara Undang-Undang Jaminan Fidusia, Wptaadang

Kepailitan.

Selain itu lelang juga digunakan oleh aparatur reegklam rangka

pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan/ataualf@&n Negara yang
dipisahkan sesuai ketentuan yang diatur dalam Upderdang Nomor 17
Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-UndamgoN1 Tahun
2004 tentang Perbendaharaan Negara dan InstridsdBn Nomor 9 Tahun
1970 tentang Penjualan dan/atau Pemindahtanganemd3Barang yang

Dimiliki/Dikuasai Negara sekaligus untuk mengumpulk penerimaan

negara.

Asas Lelang

Mengutip dari FX. Ngadijarno, Nunung Eko Laksito nddsti

Indrilistiani (2006), secara normatif sebenarnydaki ada peraturan

perundang-undangan yang mengatur tentang asag leamun apabila kita
cermati klausula-klausula dalam peraturan perundgggngan di bidang
lelang dapat ditemukan adanya Asas Lelang yaitasA&terbukaan, Asas
Keadilan, Asas Kepastian Hukum, Asas EfisiensiAlsas Akuntabilitas

1)

Asas Keterbukaan menghendaki agar seluruh aapimasyarakat
mengetahui adaya rencana lelang dan mempunyai kesa@m yang
sama untuk mengikuti lelang sepanjang tidak dilgrateh Undang-
Undang. Oleh karena itu, setiap pelaksanaan lelargs didahului
dengan pengumuman lelang. Asas ini juga untuk ngafcederjadi
praktek persaingan usaha tidak sehat, dan tidak bewekan
kesempatan adanya praktek korupsi, kolusi, dantrsape (KKN).

2) Asas Keadilan mengandung pengertian bahwa daitases pelaksanaan

lelang harus dapat memenuhi rasa keadilan secapogonal bagi
setiap pihak yang berkepentingan. Asas ini untukaegah terjadinya
keberpihakan Pejabat Lelang kepada peserta lelengntu atau

berpihak hanya pada kepentingan penjual. Khususa pathksanaan
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lelang eksekusi penjual tidak boleh menentukani difait secara
sewenang-wenang yang berakibat merugikan pihakgekesi.

3) Asas Kepastian Hukum menghendaki agar lelangg y&elah
dilaksanakan menjamin adanya perlindungan hukunn fnagk-pihak
yang berkepentingan dalam pelaksanaan lelang. pSegtaksanaan
lelang dibuat Risalah Lelang oleh Pejabat Lelampy@erupakan akte
otentik. Risalah Lelang digunakan penjual/pemilékang, pembeli dan
Pejabat Lelang untuk mempertahankan dan melaksanbki& dan
kewajibannya .

4) Asas Efisiensi akan menjamin pelaksanaan leldifakukan dengan
cepat dan dengan biaya yang relatif murah kardaadelilakukan pada
tempat dan waktu yang telah ditentukan dan pendisgihkan pada saat
itu juga.

5) AsasAkuntabilitas menghendaki agar lelang yang dilak&an oleh
Pejabat Lelang dapat dipertanggungjawabkan kepadass pihak yang
berkepentingan. Pertanggungjawaban Pejabat Lelanglipun

administrasi lelang dan pengelolaan uang lelang.

1.4. Sifat Lelang
Mengutip dari FX. Ngadijarno, Nunung Eko Laksito nddsti
Indrilistiani (2006), sifat lelang dapat ditinjaard dua sudut, yaitu dari sudut
sebab barang itu dijual dan dari sudut penjualddt@bungannya dengan
barang yang akan dilelang. Sifat lelang ditinjau dadut sebab barang itu
dijual dibedakan menjadi lelang eksekusi dan n@eleksi.
1) Lelang Eksekusi
Lelang eksekusi adalah penjualan barang yang baergidksa atau
eksekusi suatu putusan Pengadilan Negeri yang mghkya bidang
pidana atau perdata maupun putusan Panitia Urusatang Negara
(PUPN) dalam kaitannya dengan pengurusan Piutangarise serta
putusan dari Kantor
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Pelayanan Pajak dalam masalah perpajakan. Dalamnh&enjualan
lelang biasanya dilakukan atas barang-barang mniiéikgugat atau
Debitur/Penanggung Hutang atau Wajib Pajak yanglgeinya telah
disita eksekusi. Tetapi juga karena perintah peaaatuperundang-
undangan seperti Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukoara Pidana,
Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan, Pasal 29 ndfdadang
Jaminan Fidusia, Pasal 59 Undang-Undang Kepailgargkatnya lelang
eksekusi adalah lelang yang dilakukan dalam rangieaksanakan
putusan/penetapan Pengadilan atau yang dipersamattamgan

putusan/penetapan Pengadilan atau atas perintatugzer perundang-
undangan.

2) Lelang non Eksekusi
Lelang non Eksekusi adalah lelang barang milik/dgal negara yang
tidak diwajibkan dijual secara lelang apabila dgahtangankan atau
lelang sukarela atas barang milik swasta. Lelanglilaksanakan bukan
dalam rangka eksekusi/tidak bersifat paksa atda banda seseorang.

Dari sudut penjual dalam hubungannya dengan bayamg akan
dilelang dibedakan menjadi lelang yang sifatnyailwajan lelang yang
sifatnya sukarela.

1) Lelang yang sifatnya wajib
Lelang yang dilaksanakan atas permintaan  pihak  yang
menguasai/memiliki suatu barang yang berdasarkeatysan perundang-
undangan harus dijual secara lelang.
Contohnya: Barang-barang inventaris milik Insta@emerintah, apabila
sudah dihapuskan maka berdasarkan Pasal 48 UU nidafmaan jo.
Inpres No.9 tahun 1970 barang-barang tersebut hijue secara lelang
melalui Kantor Lelang, termasuk lelang atas put(maretapan lembaga
peradilan yang dalam amar putusannya mewajibkamyad@enjualan
secara lelang, dan sebagainya.

2) Lelang yang sifatnya sukarela
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Lelang yang dilaksanakan atas permintaan masy#pakgusaha yang

secara sukarela menginginkan barangnya dilelang.

2. Pajak
2.1. Pengertian Pajak
Ada berbagai pengertian atau definisi tentang Pgglg diberikan
oleh para ahli, khususnya para ahli di bidang KgaanNegara Rublic

Financg, Ekonomi dan Hukum, yaitu :

1. C.F. Bastable, berpendapat bahwa “Ta& mompulsory contribution of
the wealth of a person or body of persons for #wise of the public
powers”.!

2. H.C Adams, (1851-1921), berpendapat bahwa pajliagai : a
contribution from the citizen to the support of gtate?

3. Edwin Robert Anderson Seligman, (1861-1939) seprekonom, guru
besar, pendiri dan presiden pertama dari Americacon&mic
Association, berpendapat bahwa pajak sebagatax is a compulsory
contribution from the person to the government éfraly the expenses
incurred in the common interest of all without refece to special
benefits conferred

4. Rochmat Soemitro, berpendapat bahwa Pajak adakam rakyat kepada
kas negara berdasarkan undang-undang (yang daaéisdkan) dengan
tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yanggskang dapat
ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar geagen umun.

5. P.J.A. Andriani berpendapat bahwa Pajak adalednikepada negara
(yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yangwagmbayarnya
menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendagstagi kembali,

yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya ahdalntuk

S W N P

C.F. BastablerRublic Finance London, edisi ke-3, 1993, halaman 263.

H.C. AdamsThe Science of FinancBlew York 1898, halaman 302.

Edwin R.A. Seligmarkssays on taxatigiNew York, edisi 10, 1925, halaman 432.
Mardiasmo, Perpajakan (Edisi Revisi), Yogyakaaadi, edisi XIl, 2003, halaman 1.
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membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubumgade tugas

negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Pengertian pajak menurut P.J.A. Andriani terselaytat disimpulkan

sebagai berikut :

a. Pemungutan pajak dapat dipaksakan.
Pemerintah memiliki kewenangan penuh untuk melakyk@maksaan
agar Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan@yah karenanya,
pajak yang terutang menurut ketentuan peraturanndang-undangan
selalu penagihannya dapat dipaksakan.

b. Pajak dipungut berdasarkan Undang-undang
Pemungutan pajak tidak bisa dilakukan secara semena oleh
pemerintah, namun harus ada kriteria-kriteria ydelgh ditetapkan
sebelumnya. Tentunya kriteria-kriteria tersebuetdipkan oleh otoritas
publik dalam bentuk undang-undang.

c. Pembayar pajak tidak mendapatkan manfaatzwags
Pembayar pajak tidak menerima langsung manféengfi) atas
kontribusi pembayaran pajaknya. Berbeda dengan ytanglainnya
seperti retribusi. Retribusi dipungut kepada oram@mg akan/ ingin
mengkonsumsi barang dan jasa tertentu. Artinya pgartretribusi akan
mendapatkan manfaat langsung atas pembayaran yangkantelah
lakukan.

d. Penerimaan pajak digunakan untuk membiayai paagah Pemerintah
dalam menjalankan fungsi negara.
Penerimaan dari pajak digunakan untuk tujuan meyabipengadaan
public goods dan juga untuk tujuan ekonomi dan sosial yangkdkan

oleh pemerintah dalam menjalankan fungsi negara.

Dari empat unsur yang menjadi ciri-ciri pajak, t&ta hanya
menggambarkan bahwa fungsi pajak semata-mata sebagmna untuk

memasukkan uang sebagai pendapatan negara (fondgetai). Apabila

® Safri Nurmantu, Pengantar Perpajakan, JakadaiGedisi 3, 2005, halaman 12.
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dikaji lebih dalam sebenarnya masih ada satu futegi yang belum
tersentuh, yaitu fungsi mengatur (fungsegulerend. Dalam menjalankan
fungsi mengatur, pajak dapat digunakan sebagai @tk mengatur
kebijaksanaan perekonomian suatu negara. Oleh &atefungsi mengatur

ini dapat ditambahkan sebagai unsur kelima.

Atas dasar kelima unsur tersebut, maka Soemitrags@mana dikutip
oleh Untung Sukardji (2005) merumuskan pengertagakpsebagai berikut:

Pajak adalah peralihan kekayaan dari sektor swastsektor
publik berdasarkan undang-undang yang dapat dikaksa
dengan tidak mendapat imbalan yang secara langdapgt
ditunjukkan, yang digunakan untuk membiayai perayein
umum dan yang digunakan sebagai alat pendoronghperbat
atau pencegah untuk mencapai tujuan yang ada dbldang
keuangan negara.

Pengertian tersebut lebih bersifat ekonomis kapemekanannya pada
faktor peralihan kekayaan dan manfaat pajak bagsyarakat. Dari
penjelasan tersebut di atas dapat disimpulkan baperegertian pajak
memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

a. Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemédrirgasat maupun
pemerintah daerah berdasarkan atas undang-undamg atiran
pelaksanaannya.

b. Pemungutan pajak mengisyaratkan adanya alih dan sektor swasta
ke sektor negara.

c. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluambgayaan umum
pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi negheak rutin
maupun pembangunan.

d. Tidak dapat ditunjukkan adanya imbalan (komtafasi) individual
oleh pemerintah terhadap pembayaran pajak yangudda oleh para
pembayar pajak.

e. Selain fungsibudgeter yaitu fungsi mengisi kas negara/ anggaran
negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaalyetemggaraan

pemerintah, pajak juga berfungsi sebagai alat umhgngatur atau
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melaksanakan kebijakan negara dalam laporan ekom@ami sosial

(fungsi mengatunfegulerend.

2.2. Sistem Perpajakan
Suatu sistem perpajakan yang baik harus didasgrkda 3 (tiga)

pilar seperti dikutip dari Nurmantu (2002) berilkoit

1. Kebijakan Pajak
Kebijakan pajak adalah kebijakan fiskal. Dalam ating sempit
kebijakan fiskal adalah kebijakan yang berhubungamgan penentuan
apa yang akan dijadikan sebagai tax base, siapa-gi@ng dikenakan
pajak, siapa-siapa yang dikecualikan, apa-apa ysa)g dikecualikan,
bagaimana menentukan besarnya pajak yang terutangbagaimana
menentukan prosedur pelaksanaan kewajiban pajatatey, sedangkan
pengertian kebijakan fiskal dalam arti yang luaalaul kebijakan untuk
mempengaruhi produksi masyarakat, kesempatan kaaja inflasi,
dengan menggunakan instrumen pemungutan pajak dagelmaran

negara.

2. Undang-undang Pajak
Undang-undang pajak merupakan keseluruhan peragag meliputi
kewenangan pemerintah untuk mengambil kekayaanorsese dan
menyerahkannya kembali kepada masyarakat melatuinkgara. Oleh
karena itu, undang-undang pajak merupakan bagiarhdlum publik
yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara netgaraorang-

orang atau badan-badan (hukum) yang berkewajibamoangar pajak.

Pengertian Undang-undang perpajakan menurut Man2ag2)
adalah sebagai berikut: “Yang dimaksud dengan Ugdawang
Perpajakan adalah seperangkat peraturan perpajakan terdiri dari
undang-undang beserta peraturan pelaksanaannyalanj8eya
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dikatakan bahwa hukum pajak dapat dibedakan megjgdua) bagian,

yaitu hukum pajak material dan hukum pajak formal.

Hukum pajak material mengatur tentang:
Objek Pajak, yaitu keadaan-keadaan, perbuatan-girudan
peristiwa hukum yang dapat dikenakan pajak.
Subjek Pajak, yaitu siapa saja yang dapat dikenglagak atau
diwajibkan melaksanakan kewajiban perpajakan.
Dasar Pengenaan Pajak dan tarif pajak, yaitu untekentukan
besarnya pajak yang terutang.
Segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utgaig dan

Hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak.

Undang-undang Pajak yang termasuk dalam kelompdéurhu

pajak material adalah:

1.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 TahurD266tang
Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 7 Talg88 1
tentang Pajak Penghasilan.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 TahurD260tang
Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 8 Tah@&3 19
tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Rigak
Penjualan atas Barang Mewah.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahuri X88tang
Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 198&nte
Pajak Bumi dan Bangunan.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahurb I8htang
Bea Meterali.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahur® ZGhtang
Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 198@nte
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
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6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahury ¥htang
Penerimaan Negara Bukan Pajak.

7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahur® 2Ghtang
Perubahan atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 18&hteBea

Peralihan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Hukum pajak formal memuat bentuk/tata cara untuk
mewujudkan hukum material menjadi kenyataan. Hulpajak formal
mengatur bagaimana mengimplementasikan hukum pagdk&rial, oleh
karena itu, dalam hukum pajak formal diatur mengemasedur (tata
cara) pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan samiei-sanksi bagi
yang melanggar kewajiban perpajakan. Hukum pajakndb memuat
bentuk dan cara-cara dalam melaksanakan hukum peaédrial, antara
lain berupa :

a. Tata cara pendaftaran wajib pajak.

b. Kewajiban pembukuan, tata cara penyetoran pajalg tara
pelaporan dan lain-lain.

c. Tata cara penyelenggaraan (prosedur) penetapan wiagig pajak,
tata cara penagihan utang pajak.

d. Prosedur pengajuan keberatan pajak dan banding.

e. Hak-hak fiskus untuk mengadakan pengawasan terhaatapwajib
pajak mengenai keadaan, perbuatan dan peristiwvag yan
menimbulkan utang pajak dan lain sebagainya.

Undang-undang Pajak yang termasuk dalam kelompddurhu
pajak formal adalah:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahury 266tang
Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tal9g88 1
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 TahurD266tang
Perubahan atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 1989@nte

Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
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3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahur2 266tang
Pengadilan Pajak, sebagai pengganti Undang-undasrgoN 17
Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Paja

3. Administrasi Pajak
Administrasi pajak dalam arti luas meliputi fungssjstem dan
organisasi/kelembagaan. Sebagai suatu sistem,tdaiadan kuantitas
sumber daya manusia juga merupakan salah satu tiok kinerja
administrasi pajak.

Administrasi perpajakan memegang peranan yang saegéing
karena sebagai perangkat pelayanan perpajakan haamberikan
pelayanan yang prima kepada masyarakat. Pembensdthadap
administrasi pajak seharusnya dilakukan dengan auzkan penelitian
terlebih dahulu tentang faktor-faktor apa saja ydagat mengangkat
perubahan untuk dapat menciptakan perbaikan daat a@hllpksanakan
berkelanjutan.

1.3. Asas Pemungutan Pajak
Dalam memungut suatu pajak, terdapat asas-asapm@aip-prinsip
yang harus diperhatikan dalam sistem pemungutaek gaysebut. Banyak
pendapat ahli yang mengemukakan tentang asas-agsggkan yang harus
ditegakkan dalam membangun suatu sistem perpajakamtara pendapat
para ahli tersebut yang paling terkenal adé&bain maximsdari Adam Smith.

Adam Smith dalam bukunyaAn Inquiry Into the Nature and Causes
of the Wealth of NationdisingkatThe Wealth of NationgKemakmuran
Bangsa-bangsa) dikutip oleh R. Mansury (2002), raengakan 4 kaidah
yang yang harus diperhatikan dalam pemungutan gdisé&butfour maxims

ataufour canon¥ : Equality, Certainty, Convenience dan Efficiency
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1) Equality (keadilan), maksudnya adalah supaya tekanan mhjaktara
subjek pajak masing-masing hendaknya dilakukan tsamgn dengan
kemampuannya, yaitu seimbang dengan penghasilam diarkmatinya
di bawah perlindungan negara.

2) Certainty (kepastian), maksudnya adalah supaya pajak yangs har
dibayar seseorang harus terang dan pasti tidak dapalur-mulur atau
ditawar-tawar ifot arbitrary).

3) Convenience (kemudahan/kenyamanan), maksudnya adalah supaya
dalam memungut pajak, pemerintah hendaknya mentgerhaaat-saat
yang paling baik/ tepat bagi si pembayar pajakuypéda saat menerima
penghasilan.

4) Efficiency maksudnya adalah supaya pemungutan pajak heralakny
dilaksanakan dengan sehemat-hematnya, jangan salnigga-biaya

memungut justru menjadi lebih tinggi daripada pajakg dipungut.

Nurmantu mengutip dari Adam Smith bahwa untuk Keadbeban
pajak pertama-tama hendaknya dibebankan kepadsaraliay berdasarkan
manfaat yang dinikmati oleh anggota masyarakat yaegsangkutan.
Apabila manfaat yang dinikmati tersebut tidak dappakai untuk membagi
beban pajak yang diperlukan maka anggota masyatekats dikenakan
pajak sebanding dengan kemampuan membayar massiggnayaitu
sebanding dengan penghasilan yang diperolehnyaatgkrlindungan
Pemerintah.

Selanjutnya menurut Nurmafifikaidah kepastiancértainty)ini jika
diperhatikan lebih lanjut akan meliputi empat lyalfu :
1) Kepastian siapa Wajib Pajak.
Dalam sistem Pajak Penghasilan di Indonesia kegpaséntang siapa
yang menjadi Subjek Pajak diatur dalam Pasal 2 WhdF 17 Tahun
2000 tentang Pajak Penghasilan. Wajib Pajak adaldipek Pajak yang

® Safri Nurmantupp. cit halaman 83.
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telah memenuhi persyaratan tertentu, yakni misalBydbjek Pajak
tersebut telah menerima atau memperoleh penghasilianatas
Penghasilan Tidak Kena Pajak.

2) Kepastian tentang Objek Pajak sampai dengan jupdgk yang harus
dibayar.
Kepastian tentang jumlah pajak yang harus dibaidurddalam Pasal 4,
Pasal 6, Pasal 9 dan Pasal 17 UU Nomor 17 Tahu® @0flang Pajak
Penghasilan, yakni dengan jalan mengalikan tarjakpaang diatur
dalam Pasal 17 dengan Penghasilan Kena Pajak yatug dalam Pasal
6 dan Pasal 9.

3) Kepastian tentang kapan pajak itu harus dibayar.
Ketentuan tentang kapan harus membayar pajak dlatam Pasal 9 UU
Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tadsa
Perpajakan (KUP). dinyatakan bahwa Menteri Keuangementukan
tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran paag terutang
untuk saat atau Masa Pajak bagi masing-masing ek selambat-
lambatnya 15 (lima belas) hari setelah saat teguiga pajak atau Masa
Pajak berakhir.

4) Kepastian tentang ke mana pajak itu harus dibayar.
Ketentuan tentang ke mana pajak itu harus dibaglah tdiatur dalam
Pasal 10 UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuanrt dan Tata
Cara Perpajakan (KUP), yang menyatakan bahwa \WRgijak wajib
membayar atau menyetor pajak yang terutang ke kgsra melalui
tempat pembayaran yang diatur dengan atau berdasdrleraturan

Menteri Keuangan.

Menurut Ray M. Sommerfefduntuk meningkatkan kepastian hukum,
perlu disediakan petunjuk pemungutan pajak yangdieadvanced rullings
maupun interpretasi hukum lainnya.

1.4. Sistem Pemungutan Pajak

’ Ray M. SommerfeldAn Introduction to Taxatiar_ondon: Harcourt Brace Javanovich, 1982, halaman
1/17.
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Menurut Mardiasmo (2003) dalam memungut pajak dikéeberapa
sistem pemungutan, yaitu:
1) Official Assessment System
Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewehkapgda
Pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pggelg terutang
oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya adalah :
a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak yangateyuada
pada fiskus.
b. Wajib Pajak bersifat pasif.
c. Utang Pajak timbul setelah dikeluarkan Surat KetetaPajak oleh
fiskus.
2) Self Assessment System
Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewerepagia Wajib
Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yangang. Ciri-
cirinya adalah :
a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak yangateyuada
pada Wajib Pajak sendiri.
b. Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetalan
melaporkan sendiri pajak yang terutang.
c. Fiskus tidak ikut campur melainkan hanya bertugasnberikan
penerangan dan mengawasi.
3) Withholding System
Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewedgegragla pihak
ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yangdmgkutan) untuk
menentukan besarnya pajak yang terutang oleh WRgijak. Ciri-
cirinya adalah : wewenang untuk menentukan besapajak yang

terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskusWajib Pajak.

1.5. Kepatuhan Perpajakan
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Kepatuhan perpajakam@x Compliancedapat didefinisikan sebagai
suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semuajikew perpajakan
dan melaksanakan hak perpajakannya. Walaupun gedsédia ancaman
hukuman administratif maupun ancaman hukuman pithaga\Wajib Pajak
yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya, aktepit kenyataannya
masih banyak Wajib Pajak yang tidak atau belum ragp@ya memenuhi
kewajibannya.

Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaanf ak#jib pajak
dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkpatutean wajib
pajak yang tinggi, yaitu kepatuhan dalam pemenieavajiban perpajakan
yang sesuai dengan kebenarannya Hal ini karenajisebbesar pekerjaan
dalam pemenuhan kewajiban perpajakan itu dilakueih wajib pajak
sendiri atau dibantu tenaga ahli misalnya praktspajakan profesionédi
agent peran fiskus disini bukan selaku pemungut pajldi, kepatuhan
diperlukan dalamself assessment systafengan tujuan pada penerimaan
pajak yang optimal. Kepatuhan memenuhi kewajibarpgeakan secara
sukarela ¥oluntary of compliangemerupakan tulang punggursgstem self
assessmentdi mana wajib pajak bertanggungjawab menentagendiri
kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat tépat waktu
membayar dan melaporkan pajaknya tersebut (Mac&fdik sebagaimana

dikutip oleh Devano).

Kepatuhan wajib pajak menurut Norman D. Nowak degéuti oleh
Devano (2006) didefinisikan sebagai suatu iklimdtepan dan kesadaran
pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalarassiti mana:
 Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami ssdmtentuan

peraturan perundang-undangan perpajakan.
* Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.
* Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.

* Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.
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Kepatuhan wajib pajak menurut Chaizi Nasucha sepétip oleh

Devano (2006) diidentifikasikan dari:

Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri.
Kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemhergta.
Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran gajatiang, dan

Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

Kepatuhan mengutip dari Nurmantu (2005), dibagis atala dua

macam :

a. Kepatuhan Formal

Kepatuhan formal adalah suatu keadaaan dimana \Wajak memenubhi
kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengsentken dalam
undang-undang perpajakan. Misalnya ketentuan tgntaatas waktu
penyampaian SPT PPh Tahunan adalah selambatnydaB® ®esudah
berakhir tahun pajak, yang pada umumnya adalalgé®j Maret. Jika
Wajib Pajak menyampaikan SPT PPh Tahunan sebelmggadh 31
Maret tersebut, maka dapat dikatakan bahwa WajjakRarsebut telah
memenuhi kepatuhan formal, terlepas apakah isi &PSebut sesuai
dengan ketentuan materialnya. Jadi yang dipen@ @ ajib Pajak ini
adalah memenuhi ketentuan penyampaian SPT sebehtas bvaktu
(deadling.

Kepatuhan Material

Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimanab\Wajak secara
substantif/ hakekat memenuhi semua ketentuan rabtpdrpajakan,
yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajaKapatuhan material
dapat meliputi juga kepatuhan formal. Jadi WajipRPgang memenuhi
kepatuhan material dalam mengisi SPT Tahunan PRgkghasilan,
adalah Wajib Pajak yang mengisi dengan jujur, kdak benar SPT
tersebut sesuai dengan ketentuan dalam UU PPh dayampaikannya

ke KPP sebelum batas waktu.
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Ada beberapa alasan yang menyebabkan Wajib Pajakati@n Wajib
Pajak tidak patuh, seperti yang dikutip Nurmantd danrosio M. Lina?,
yaitu : Bila seorang bekerja dan kemudian dapatgmasilkan uang, maka
secara naluriah uang itu pertama-tama ditujukanaogéuk memenuhi
kebutuhan diri sendiri dan keluarganya. Tapi padd gang bersamaan, jika
telah memenuhi syarat-syarat tertentu, timbul kida&aj untuk membayar
pajak kepada negara. Di sini timbul konflik, ant&egpentingan diri sendiri
dan kepentingan negara. Pada umumnya, kepentingiark yribadi dan
keluarga yang selalu dimenangkan. Alasan yang ddelah kurang sadar
kewajiban bernegara, kurang patuh kepada Pemeriktahng menghargai
hukum, tingginya tarif pajak, dan kondisi lingkungaeperti ketidakstabilan
pemerintahan, penghamburan keuangan negara yaagpbdari pajak.

Ketidakpatuhan secara bersamaan dapat menimbulkpayau
penghindaran pajak secara melawan hukegdl (tax evasioh dan
penghindaran pajak dengan melakukan penghematak pang masih
dalam kerangka tidak melawan hukum atau masih memeketentuan
perundangantd@x avoidancg seperti yang dijelaskan berikut ini:

1) Tax evasion (penggelapan/penyelundupan pajak) adalah perbuatan
melanggar undang-undang dan mencakup perbuatan ajgeng
penghilangan atau kurang melaporkan secara lend&apbenar objek
pajak yang kadangkala didukung dengan rekayas# laiantansi dan
administratif lainnya. Misalnya menyampaikan diasal SPT jumlah
penghasilan yang lebih rendah daripada yang sebgmnar
(understatement of incomeli satu pihak dan atau melaporkan biaya
yang lebih besar daripada yang sebenarayargtatement of deductigns
di lain pihak. Selain itu yang lebih parah adal@ala Wajib Pajak
sama sekali tidak melaporkan penghasilanmga{eporting of income
Perbuatan ini melanggar baik jiwa ataupun semamgatpun kalimat-

kalimat dalam undang-undang perpajakan. Di Inde@npsrbuatan yang

8 Safri Nurmantupp. cit halaman 149
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termasuk dalartax evasiordiancam dengan hukuman pidana fiskal yang
diatur dalam Pasal 38 dan Pasal 39 UU KUP.

2) Tax avoidance adalah perbuatan yang memanfaatkaangepeluang
(loophole3 yang ada dalam undang-undang perpajakan, sehohaymst
membayar pajak lebih rendah dari yang seharusryaydi. Perbuatan
ini secara harfiah tidak melanggar undang-undamgapekan, tapi dari
segi jiwa undang-undang perpajakan, ini termasukbysgan yang
melanggar. Misalnya pada bulan Desember 2000 WRgijak A akan
menerima penghasilan sebesar Rp 25.000.000,- (dd pima juta
rupiah) yang akan terkena tarif PPh sebesar 10%ul(g® persen). la
mengetahui dari berbagai informasi bahwa Pemerintgdang
mempersiapkan undang-undang perpajakan baru diman#d sejak
tanggal 1 Januati 2001 tarif PPh akan diturunkamjade 5% (lima
persen). Kemudian Wajib Pajak A *“bersabar’” dengamnunda
penerimaannya tersebut sampai dengan tanggal 2rd&@0d1. Dalam
hal ini Wajib Pajak A tidak membayar Pajak Pendhassebesar Rp
2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dentaif 10% (sepuluh
persen), tetapi sebesar Rp 1.250.000,0 (satu judaratus lima puluh
ribu rupiah) dengan tarif 5% (lima persen). Cara termasuk tax
avoidance yang secara harfiah tidak melanggar undang-undang

perpajakan.

Tax evasiomdantax avoidancemempunyai akibat yang sama, yakni
berkurangnya penyetoran dana pajak ke kas nedarabahkan tidak ada
dana pajak yang masuk ke kas negara, akan tetdpakga mempunyai cara
yang berbeda secara hukum seperti dikemukakan Atetosia M. Lina
yang dikutip oleh Safri Nurmantierikut ini :

Tax evasion and tax avoidance have different legal
connotation, although their and result is the sartteggt of
reducing or altogether removing tax liability. # tax evasion

if reduction is made through some means contrariatg it

Is tax avoidance if reduction is made by takingaadage of

® Safri Nurmantupp. cit halaman 151.
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some means allowed by law, or at least not conttariaw.

The evasion constitutes fraud; avoidance doeskwasion is

illegal; avoidance is not.

Secara empiris di Indonesia, peranan pemeriksagak,paistem
pelaporan termasuk pemanfaatan teknologi informasperti MP3
(Monitoring Pelaksanaan Pembayaran Pajak) dan pemotongan qajak
pihak ketiga wWithholding tax syste)jndapat mempertinggi kepatuhan.
Peranan akuntan dan konsultan pajak yang profdsipaaegakan hukum
dengan tegas dan layanan kepada Wajib Pajak daggatras langsung
meningkatkan kepatuhan perpajakan

1.6. Definisi Penghasilan
Definisi Penghasilan bukanlah merupakan suatu kongang
sederhana. Pendapat mengenai definisi penghasikmurot beberapa
literatur yang diterbitkan telah mengusulkan bedbadefinisi, namun

belum ada definisi yang tepat dan diterima secanzetsal.

R.T. Ely, E.R.A Seligman dan F.W. TauSignenjelaskan definisi
penghasilan adalah tambahan kepuasan yang dinikohetli seseorang
dalam periode tertentu, misalnya penghasilan yamerida seseorang
digunakan untuk melakukan konsumsi produk bararay gasa maka
penghasilan timbul atas kepuasan yang dirasakanbseban dengan

barang yang telah dikonsumsi.

Definisi penghasilan yang dikemukakan oleh SchaagH$imons
(SHS) merupakan definisi yang paling mencerminkagaddan dan
memadai sebagai pedoman pajak penghasilan orabgdpfi Definisi
penghasilan dari ketiga pakar ini pada intinya tagipelaskan sebagai
berikut:

1 Safri Nurmantupp. cit halaman 154.
' R. Mansury, PajaRenghasilan Lanjutan Pasca Reformakikarta: YP4, 2002, halaman 69.
12 John R King;The Concept of Incom&ax Policy Handbook, Washington DC, 1995, halathhn.
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a. Definisi penghasilan yang diperoleh individu dadnkumsi barang
jasa, menurut George V Schanz dalam penelitian omgigpkan
tentang konsep penghasilan yaitu nilai penghasiiEmgan kepuasan
yang dihasilkan adalah sama. Disamping itu, untepektingan
perpajakan Schanz mengemukaRé#e increases in economic power
and benefits from using one’s own resources mustdpable of
monetary valuationJadi penghasilan didefinisikan sebagai tambahan
kemampuan ekonomi termasuk keuntungan yang diperoleri
kekayaan yang dimiliki yang dapat dinilai dengamgiaOleh karena
itu untuk keperluan perpajakan seharusnya tidak Imeeakan
sumbernya dan tidak menghiraukan pemakaian penghasirsebut,
melainkan lebih menekankan kepada kemampuan eksngamg
dapat digunakan untuk membeli barang dan jasa.

b. Definisi penghasilan mnurut R.M. Hafcadalah:

The increase or accretion in one’s power to satisfy

wants in a given period in so far as that powersisis of

(a) money itself, or, (b) anything susceptibleatigtion in

terms of money.
Jadi menurut Haig, penghasilan merupakan kenaiteanpenambahan
kemampuan individu untuk memenuhi keinginannya rdalsuatu
periode tertentu dengan syarat tambahan kemamptsebtt meliputi
uang atau segala sesuatu yang dapat dinilai dersgagn Oleh karena
itu, Haig mengatakan bahwasychic incomdidak dapat digunakan
dalam menentukan pajak penghasilan, karena barangasa baru
memiliki nilai ekonomi apabila kepuasan atas konsiubarang dan

jasa ini dapat dinilai dengan uang.

c. Definisi penghasilan yang sangat berpengaruh kimysuserkaitan

dengan definisi Penghasilan orang pribadi selakudivieiu

13 Richard Goode, The Individual Income Tax, Thed&ings Institution, Washington DC, 1976, halaman
13.
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diungkapkan oleh Henry Simon. Simon mendefinisikagrsonal
incomeadalah:

The algebraic sum of (1) the market value of rights
exercised in consumption and (2) the change iwvahee of
the store of property rights between the beginmind end

of the period in questidh

Dari definisi tersebut dapat dijelaskan bahwa pasign
ditentukan pertama dari nilai pasar hak yang dipaktuk konsumsi,
kedua perubahan nilai dari hak kekayaan awal peraehgan akhir
periode tertentu. Dengan kata lain adalah hasi yhperoleh dengan
menambahkan konsumsi selama satu periode dengayadask akhir
kemudian dikurangi dengan kekayaan awal. Pengepenghasilan
menurut Simons ini sebenarnya merupakan penerapapaisamaan:
Y = C + S untuk keperluan perpajakan. Ini serirggdut juga metode
perhitungan Penghasilan Kena Pajak berdasarkan kagma
penghasilan, “expenditure” atau penggunaan penghasNamun
metode ini memiliki kendala yaitu sulitnya menernkbeban atau
biaya yang digunakan untuk memperoleh penghasilamgah
pengeluaran yang dgunakan untuk biaya hidup. Halanting karena
pengeluaran untuk biaya hidup tidak dapat dikurangkan harus

dihitung dalam menentukan penghasilan kena pajak.

Berdasarkan Konsep SHS yang dijelaskan di atasatdap
diketahui bahwa penghasilan ditentukan berdasdnkaga pasar dan
seluruhnya harus dapat dinilai dengan uang sehimqmgjak atas

penghasilan akan dikenakan berdasarkan pratsify to pay

1.7. Pajak Penghasilan Final

4 Henry C SimonsPersonal Income TaxatioChicago: The University of Chicago, 1980, halarsan
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Di dalam ketentuan Undang-undang Pajak Penghas$tamghasilan
dibagi menjadi dua kelompok yaitu yang penghasiyang merupakan
objek PPh dan penghasilan yang bukan objek PPhghBsilan yang
dikenakan PPh, pengenaan pajaknya terbagi menjglinthcam, yaitu
penghasilan yang dikenakan PPh secara umum darhgslag yang

dikenakan PPh secara final.

Penghasilan yang dikenakan PPh secara umum akena#tin tarif
Pasal 17 bersama-sama penghasilan lain yang djhigedlam SPT
Tahunan. Biasanya penghasilan-penghasilan ini dkamn pemotongan
PPh pada saat mendapatkannya. Namun demikian pegaotoPPh ini
nantinya akan dikreditkan di SPT Tahunan sebagajyrang PPh terutang

atas seluruh penghasilan.

Pengenaan PPh Final mengandung pengertian bahwa ata
penghasilan tersebut akan dikenakan PPh dengatetaendiri dan dengan
dasar pengenaan tersendiri yang biasanya dikenmdda saat penghasilan
tersebut diterima atau diperoleh. Penghasilan idakt lagi digabungkan
dengan penghasilan lainnya di SPT Tahunan dan Pd&h sudah
dibayar/dipotong pada saat diterima atau diperglehriidak bisa
dikreditkan.

Sebagian besar penghasilan yang dikenakan PPh endasarkan
ketentuan Pasal 4 Ayat (2) UU PPh, yaitu :

“Atas penghasilan berupa bunga deposito dan talmdnga
tabungan lainnya, penghasilan dari transaksi saldan
sekuritas lainnya di bursa efek, penghasilan dangplihan
harta berupa tanah dan/ atau bangunan serta pédaghesgentu
lainnya, pengenaan pajaknya di atur dengan Pematura
Pemerintah”.

Beberapa penghasilan yang dikenakan PPh final bariken PPh Pasal 21,
Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 25 UU PPh.
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Daftar penghasilan-penghasilan yang dikenakan Rt iRi adalah

N

sbb :
Tabel 11.2
PPh Final
No. Jenis Penghasilan Dasar Hukum
1. Penghasilan dari transaksi penjualan | PP No. 41/1994 jo PP No0.14/199
saham di bursa efek. KMK282/ KMK.04/1997,
2. Penghasilan dari hadiah undian PP No. 132/2000
3. Penghasilan dari transaksi pengalihan| PP No. 48/1994 Jo PP No.
hak atas tanah atau bangunan (final | 27/1997 Jo PP No. 79/1999,
untuk WP Orang pribadi dan yayasan,| KMK566/ KMK.04/1999
tidak final untuk badan bukan sebagai
barang dagangan)
4. Penghasilan dari bunga deposito dan | PP No. 131/2000 , KMK
tabungan serta diskonto Sertifikat Bank51/KMK.04/2000
Indonesia
5. Penghasilan dari persewaan tanah dapnPP No. 29/1996 Jo PP No 5/200
atau bangunan. Kep-227/PJ/2002
6. Penghasilan berupa bunga dan diskont®P No. 139/2000 Jo PP No.
obligasi yang dijual di pasar modal 6/2002, KMK 558 /KMK.04/2000
7. Penghasilan dari usaha jasa konstrukgiPP No. 140/2000, KMK
bagi pengusaha kecil yang ni 559/KMK.04/2000
pengadaannya kurang dari Rp 1 Mi
8. Uang pesangon PP No. 149/2000
9. Uang Tebusan Pensiun, Tunjangan HaPP No. 149/2000
Tua, Tabungan Hari Tua yang dibayar
sekaligus
12. | Honorarium, uang sidang, uang hadir,| SK MenKeu No. 600/
uang lembur, imbalan prestasi kerja dgrKkMK.04/1995 jo.
penghasilan lain selain penghasilan | No.598/KMK.04/98
terkait gaji yang dibebankan kepada
keuangan negara dan daerah.
13. | Penghasilan penyalur/dealer/agen prod8K. MenKeu No.
Pertamina dan Premix 450/KMK.04/1997 dan
SK. MenKeu No.
549/KMK.04/1997
14. | Penghasilan atas industri rokok. SK. MenKeu 468
/KMK.04/1997 dan SK. MenKeu
No. 549/KMK.04/1997
15. | Bunga simpanan anggota koperasi. SK. MenKeu No.
605/KMK.04/1994
16. | Penghasilan WP di bidang usaha SK. MenKeu No. 416
pelayaran Dalam Negeri /IKMK.04/1996
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17. | Penghasilan WP di bidang usaha SK. MenKeu No. 417
pelayaran/ penerbangan Luar Negeri | /KMK.04/1996

18. | Penghasilan WP Luar Negeri yang SK. MenKeu No. 634
mempunyai kantor perwakilan dagang|dKMK.04/1994
Indonesia.

19. | Selisih lebih penilaian kembali aktiva | SK. MenKeu No.
tetap. 486/KMK.03/2002

20. | Penjualan saham milik perusahan mod&P No. 4/1995, KMK

ventura

250/KMK.04/1995

1.8. Bea Perolehan Hak Tanah dan atau Bangunan (BPHTB)

2.8.1.

2.8.2.

Pengertian
1. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHitBlah

pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tdamahatau

bangunan, yang selanjutnya disebut pajak;

. Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan: guEdabhatan

atau peristiva hukum yang mengakibatkan diperolahhgk

atas dan atau bangunan oleh orang pribadi ataunpada

. Hak atas tanah adalah hak atas tanah termasukenglelplaan,

berserta bangunan di tasnya sebagaimana dalam gndan
Undang Nomor 5 tahun 1960tentang Peraturan DaskokPo

Pokok Agraria, Undang-undang Nomor 16 tentang Rumah
Susun dan ketentuan peraturan perundang-undangag ya

lainnya.

Subjek Pajak

Yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi étdan yang
memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan. S#ggik
sebagaimana tersebut diatas yang dikenakan kewajitzanbayar
pajak menjadi Wajib Pajak menurut Undang-Undang Be@alehan

Hak atas Tanah dan Bangunan.
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2.8.3. Objek Pajak

Yang menjadi objek pajak adalah perolehan haktatesh dan atau

bangunan. Perolehan hak atas tanah dan atau banaetiauti:

a. Pemindahan hak karena jual beli, tukar-menukaratilnibah
wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau dadam
lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan
penunjukan pembeli dalam lelang, pelaksanaan putbakim
yang mempunyai kekuatan hukum tetap, penggabungainayu
peleburan usaha, pemekaran usaha, hadiah,

b. Pemberian hak baru karena: kelanjutan pelepaskarddma di
luar pelepasan hak.

Hak atas tanah adalah hak milik, hak guna usah&, duma

bangunan, hak pakai, hak milik atas satuan rumahnsatau hak

pengelolaan.

Objek Pajak Yang Tidak Dikenakan BPHTB adalah objek

pajak yang diperoleh:

a. Perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asagakean
timbal balik;

b. Negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan etk
pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;

c. Badan atau perwakilan organisasi internasional yhtagapkan
dengan Keputusan Menteri dengan syarat tidak naeiah
usaha atau melakukan kegiatan lain diluar fungsi tlmas
badan atau perwakilan organisasi tersebut;

d. Orang pribadi atau badan atau karena konversi hak d
perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubadraa;

e. Orang pribadi atau badan karena wakaf;

f. Orang pribadi atau badan yang digunakan untuk Kejgzm
ibadah.
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2.8.4. Tarif Pajak
Tarif pajak ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

2.8.5. Dasar Pengenaan BPHTB
Dasar Pengenaan Pajak adalah Nilai Perolehan ®ljek (NPOP)
dalam hal:
. Jual beli adalah harga transaksi;

. Tukar-menukar adalah nilai pasar;

a

b

c. Hibah adalah nilai pasar;

d. Hibah wasiat adalah nilai pasar;

e. Waris adalah nilai pasar;

f. Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum |aaaiayah
nilai pasar;

g. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah n
pasar;

h. Peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang
mempunyai kekuatan hukum tetap adalah nilai pasar;

i. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutapedepasan
hak adalah nilai pasar;

J. Pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasaadah nilai
pasar;

k. Penggabungan usaha adalah nilai pasar;

|. Peleburan usaha adalah nilai pasar;

m. Pemekaran usaha adalah nilai pasar

n. Hadiah adalah nilai pasatr;

0. Penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga tkangang

tercantum dalam Risalah Lelang;

Apabila NPOP dalam hal a s/d n tidak diketahui dé¢doih rendah
daripada NJOP PBB yang digunakan dalam pengena&nhpaBa
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2.8.6.

tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan paaf dipakai
adalah NJOP PBB.

Pengenaan BPHTB
Pengenaan BPHTB karena waris dan Hibah Wasiat BPHTB

1)

2)

yang terutang atas perolehan hak karena warisidah tvasiat

adalah sebesar 50% dari BPHTB yang seharusnyaneyut

Pengenaan BPHTB karena pemberian Hak Pengelolaan.

Besarnya BPHTB karena pemberian Hak Pengelolaalalada

sebagai berikut:

0% (nol persen) dan BPHTB yang seharusnya teguta

terutang dalam hal penerima Hak Pengelolaan adalah
Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen,
Pemerintah Daerah Propinsi, Pemerintah Daerah
Kabupaten/kota, Lembaga Pemerintah lainnya, dan
Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional

(Perum Perumnas);

50% (lima puluh persen) dari BPHTB yang sehayasn

terutang dalam hal penerima Hak Pengelolaan selain

dimaksud diatas.

2.8.7. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak NPOPTKP)
Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPRP)

ditetapkan secara regional paling banyak:

a. Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah);
b. Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dalam keablehan hak

karena waris, atau hibah wasiat yang diterima orpnigadi

yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalamm ga
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2.8.8.

keturunan lurus satu derajat ke atas atau satyatéea bawah

dengan pemberi hibah termasuk istri/suami.

Saat, Tempat, dan Cara Pembayaran Pajdlerutang

Saat terutang Pajak atas perolehan hak atas tamsdtal bangunan

untuk:

a. jual beli adalah sejak tanggal dibuat dan ditanmgainya akta;

b. tukar-menukar adalah  sejak tanggal dibuat dan
ditandatanganinya akta;

c. hibah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatamgmiakta;

d. waris adalah sejak tanggal yang bersangkutan minkizh
peralihan haknya ke Kantor Pertanahan;

e. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum l|aadatah
sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;

f.  pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adadgk s
tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;

g. lelang adalah sejak tanggal penunjukan pemenaaigdel

h. putusan hakim adalah sejak tanggal putusan peagagidng
mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

i. hibah wasiat adalah sejak tanggal yang bersangkutan
mendaftarkan peralihan haknya ke Kantor Pertanahan;

j. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutapedepasan
hak adalah sejak tanggal ditandatangani dan ditarinya surat
keputusan pemberian hak;

k. pemberian hak baru di luar pelepasan hak adalak s@pggal
ditandatangani dan diterbitkannya surat keputusambgrian
hak;

. penggabungan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan

ditandatanganinya akta;
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2.8.9.

m. peleburan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan
ditandatanganinya akta;

n. pemekaran usaha adalah sejak tanggal dibuat dan
ditandatanganinya akta;

0. hadiah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatamgmakta;

Tempat Pajak Terutang adalah di wilayah Kabupatena,
atau Propinsi yang meliputi letak tanah dan bangusedangkan
cara pembayaran pajak adalah wajib pajak membayak pang
terutang dengan tidak mendasarkan pada adanya lsetetapan
pajak. Pajak terutang dibayar ke kas negara melKlamtor
Pos/Bank BUMN/BUMD atau tempat pembayaran lain yang
ditunjuk oleh Menteri dengan Surat Setoran Bea |Pean Hak
Atas Tanah dan Bangunan (SSB). Sistem pemungutbiT Bpada
prinsipnya menganut sistem “self assessment”. paitMWajib Pajak
Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung aembayar
sendiri pajak yang terutang dengan tidak mendasgrkda adanya
surat ketetapan pajak.

Cara Penghitungan BPHTB
Besarnya BPHTB terutang adalah Nilai Perolehan IObje

Pajak (NPOP) dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajatak Kena

Pajak (NPOPTKP) dikalikan tarif 5 % (lima perser§ecara

matematis adalah;

BPHTB =5 % X (NPOP — NPOPTKP)

Contoh:

1) Pada tanggal 6 Januari 2006, Tuan “S” membeli tayaiy
terletak di Kabupaten “XX” dengan harga Rp.50.000,00.
NJOP PBB tahun 2006 Rp. 40.000.000,00. MengingddmNJ
lebih kecil dari harga transaksi, maka NPOP-nyaesab Rp.
50.000.000,- Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kdteak
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(NPOPTKP) untuk perolehan hak selain karena waaiay
hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang mafalam
hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunass lsatu
derajat ke atas atau satu derajat ke bawah deregabepi hibah
wasiat, termasuk suami/istri, untuk Kabupaten “Xitetapkan
sebesar Rp. 60.000.000,00. Mengingat NPOP lebihil kec
dibandingkan NPOPTKP, maka perolehan hak tersadek t
terutang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
BPHTB =5 % x (Rp. 50 juta — Rp. 60 juta)

=5 9% x (0)

= Rp. 0 (nihil).

2) Pada tanggal 7 Januari 2006, Nyonya “D” membelatadan
bangunan yang terletak di Kabupaten “XX” dengangharp.
90.000.000,- NJOP PBB tahun 2006 adalah Rp. 10@00O.
Sehingga besarnya NPOP adalah Rp. 100.000.0000PNRP
untuk perolehan hak selain karena waris, atau hazeghat yang
diterima orang pribadi yang masih dalam hubungadoakga
sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajattd® atau
satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasratasuk
suamifistri, untuk Kabupaten “XX" ditetapkan sebedRp.
60.000.000,00. Besarnya Nilai Perolehan Objek P#aka
Pajak (NPOPKP) adalah Rp. 100.000.000,00 dikuraRpgi
60.000.000,00 sama dengan Rp. 40.000.000,00, neaké&pan
hak tersebut terutang Bea Perolehan Hak atas Talaah
Bangunan.

BPHTB =5 % x (Rp. 100 — Rp. 60) juta
=5 % x (Rp. 40) juta
=Rp. 2 juta ..

3) Pada tanggal 28 Juli 2006, Tuan“S” mendaftarkanisaar
berupa tanah dan bangunan yang terletak di Kotd ‘tBBigan
NJOP PBB Rp. 400.000.000,00. NPOPTKP untuk peraleha
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hak karena waris untuk Kota “BB” ditetapkan sebeBa.
300.000.000,00. Besarnya NPOPKP adalah Rp. 4000000
dikurangi Rp. 300.000.000,00 sama dengan Rp. 10@00,00,
maka perolehan hak tersebut terutang Bea Peroldh&natas
Tanah dan Bangunan.
BPHTB =50% x 5 % x (Rp. 400 — Rp. 300) juta

=50% x 5 % x ( Rp. 100) juta

= Rp. 2,5 juta.

4) Pada tanggal 7 November 2006, Wajib Pajak orarzagri‘K”
mendaftarkan hibah wasiat dari orang tua kanduebidang
tanah yang terletak di Kota “BB” dengan NJOP PBB. Rp
250.000.000,00. NPOPTKP untuk perolehan hak kahsioah
wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dataimungan
keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus safjat ke atas
atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibahatywas
termasuk suami/istri, untuk Kota “BB” ditetapkanbeear Rp.
300.000.000,00. Mengingat NPOP lehih kecil dibagkliam
NPOPTKP, maka perolehan hak tersebut tidak teruBBeg
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
BPHTB = 50% x 5 % x (Rp. 250 — Rp. 300) juta

=50% x 5 % x (0)
= Rp. 0 (nihil).

2.9. Pajak Penghasilan Pasal 23
2.9.1. Pengertian
Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 adalah pajak digotpng atas
penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan gau hadiah
dan penghargaan, selain yang telah dipotong PRl Phs
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2.9.2. Pemotong dan Penerima Penghasilan yang Dipotong PPasal 23
1. Pemotong PPh Pasal 23:
a. Badan Pemerintah;
b. WP Badan dalam negeri;
c. Penyelenggaraan kegiatan;
d. Bentuk Usaha Tetap (BUT);
e. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya;
f. WP Orang pribadi dalam negeri tertentu, yangrguk oleh
Direktur Jenderal Pajak.
2. Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 23:
a. WP dalam negeri;
b. Bentuk Usaha Tetap (BUT)

2.9.3. Tarif dan Objek PPh Pasal 23
1. 15 % dari jumlah bruto atas:
a. dividen, bunga, dan royalti;
b. hadiah dan penghargaan selain yang telah dipd®&h pasal
21.

2. 15 % dari jumlah bruto dan final atas bungapsinan yang
dibayarkan oleh koperasi, yang jumlahnya melebihp. R
240.000,00 setiap bulan.

3. 15% dari perkiraan penghasilan neto atas sewapdaghasilan
lain sehubungan dengan penggunaan harta. Tarikirgen
penghasilan neto, dan objeknya adalah:

a. 15 % x 10 % dari jumlah bruto atas sewa perggurharta
khusus kendaraan angkutan darat.

b. 15 % x 30 % dari jumlah bruto atas sewa lain(tjdak
termasuk sewa tanah dan bangunan).

4. 15 % dari perkiraan penghasilan netto atas lemijasa.

Tarif, perkiraan penghasilan neto dan objekalan jasa adalah:
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a. 15 % x 30 % dari jumlah bruto imbalan jasa ileklan jasa
manajemen dan jasa konsultan kecuali konsultamgrikksi

b. 15% x 26 2/3% dari jumlah bruto (yang dibayarkeluruhnya
termasuk pemberian jasa dan pengadaan materiaf)ara
imbalan jasa perencanaan konstruksi, jasa pengawasa
konstruksi;

c. 15% x 30% dari jumlah bruto jasa penilai, jak&uaris, jasa
akuntasi, jasa perancang, jasa pengeboran (jaiagiridi
bidang penambang minyak dan gas bumi (migas), kecua
yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap, jasa pangngli
bidang penambangan migas, jasa penambangan dan jasa
penunjang di bidang penambang selain migas, jasanpeng
di bidang penerbang dan Bandar udara, jasa penabang
hutan, jasa pengelolaan limbah, jasa penyedia éekaga,
jasa perantara, jasa perantara, jasa di bidangagendan
surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan olers® Efek,
KSEI dan KPEI, jasa kostudian/penyimpanan/ penitipa
Kecuali yang dilakukan KSEI, jasa pengisian sugasa
mixing film, jasa sehubungan dengan software coerput
termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan.

d. 15% x 30% dari jumlah bruto imbalan jasa ires#l
pemasangan :

1. Jasa instalasi/pemasangan mesin,

2. Jasa instalasi / pemasangan peralatan liseleptn/air/
gas/AC/TV kabel Kecuali yang dilakukan oleh WP yang
ruang lingkup oekerjaannya di bidang konstruksi dan
mempunyai izin/sertifikat sebagai pengusaha koksiru

e. 15% x 30% dari jumlah bruto imbalan jasa
perawatan/pemeliharaan/perbaikan :

1. Jasa perawatan / pemeliharaan / perbaikan rissik,/
telepon /air / gas / AC/ TV kabel,
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2. Jasa perawatan / pemeliharaan / perbaikan perala

3. Jasa perawatan / pemeliharaan / perbaikan bangun
Kecuali yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang
lingkup pekerjaanya di bidnag konstruksi dan memypun
izin/sertifikat sebagai pengusaha konstruksi.

f. 15 % x 13 1/3 % dari jumlah bruto (yang dibikgen
seluruhnya termasuk pemberian jasa dan pengadaan
material/barang) imbalan jasa pelaksanaan konstruks
termasuk jasa perawatan/ pemeliharaan/ perbaikaguban,
jasa instalasi/ pemasangan mesin,
listrik/telepon/air/gas/AC/TV kabel yang dilakukawayjib
Pajak pengusaha Konstruksi yang mempunyai izinfi&esi
sebagai pengusaha konstruksi.

g. 15 % x 20 % dari jumlah bruto imbalan jasa roakljasa
penyelidikan dan keamanan, jasa penyelenggaraan
kegiatan/event organizer, jasa pengepakan.

h. 15 % x 20 % dari jumlah bruto imbalan jasa pemgan tempat
dan/atau waktu dalam media massa, media luar ratag
media lain untuk penyampaian informasi.

i. 15 % x 10 % dari jumlah bruto imbalan jasa pesmban hama
dan jasa pembersihan / cleaning service.

J. 15 % x 10 % dari jumlah bruto (yang dibayarlsaturuhnya
termasuk pemberian jasa dan pengadaan materiaff)ara
imbalan Jasa katering

2.9.4. Dikecualikan dari Pemotongan PPh Pasal 23
a. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepealg
b. Sewa yang dibayar atau terutang sehubungaradeseya guna
usaha dengan hak opsi;
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2.9.5.

c. Dividen atau bagian laba yang diterima ataurdipd perseroan
terbatas sebagai WP dalam negeri, koperasi,BUMN/BUNari
penyertaan modal pada badan usaha yang didirikabeléempat
kedudukan di Indonesia dengan syarat:

1. dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan;

2. bagi perseroan terbatas, BUMN/D, kepemilikanasatpada
badan yang memberikan dividen paling rendah 25% fpaduh
lima persen) dari jumlah modal yang disetor danu$ar
mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saharsetaut;

d. Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh pa&inaan reksa dana
selama 5 (lima) tahun pertama sejak pendirian pbasn atau
pemberian ijin usaha;

e. Bagian laba yang diterima atau diperoleh angdata perseroan
komanditer yang modalnya tidak terbagi atas salaram,
persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi;

f. SHU koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kefadygotanya;

g. Bunga simpanan anggota koperasi yang tidak nmeleinlah Rp.
240.000.00 setiap bulan.

Saat Terutang, Penyetoran, dan SPT Masa PPasal 23

a. PPh Pasal 23 terutang pada akhir bulan dilakyleapembayaran
atau akhir bulan terutangnya penghasilan yang bgksdan,
tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu.

b. PPh Pasal 23 disetor oleh Pemotong Pajak piElingat tanggal
sepuluh bulan takwim berikutnya setelah bulan geaitang
pajak.

c. SPT Masa disampaikan ke Kantor Pelayanan Patdmgat,
paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak berakhir.
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2.9.6. Bukti Pemotong PPh Pasal 23

Pemotong Pajak harus memberikan Bukti Pemotong&anHaBal 23
kepada Wajib Pajak Orang Pribadi atau badan yaa tipotong
PPh Pasal 23.

2.10. Faktur Pajak

Faktur Pajak merupakan dokumen yang sangat perdadgm

pengawasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dalamnh#lan A Tait

mengemukakan hal sebagai berikut :

The invoice is the crusial control document of tissual VAT,
it establishes the tax liability of supplier andideament of the
purchaser to a deduction for the VAT charged. loganust be
carefully comploted and kept as recafrtls

Alan A Tait juga berpendapat seharusnya ditentidganya standar

bentuk dan data-data yang harus ada dalam saturFa&jak. Data-data

tersebut antara lain adafh

Nama dan alamat wajib pajak yang menerbitkdurdajak.

Nomor pengukuha®/@AT registrasion numbgr

Nomor seri Faktur Pajak

Tanggal Faktur Pajak

Tanggal penyerahan barang atau jasa (bila terlbengan tanggal
tanggal penerbitan faktur.

Uraian tentang barang dan jasa yang diserahkan.

Nilai tagihan barang dan jasa yang diserahkan

Nilai tagihan tidak termasuk PPN

5 Alan A. Tait,Value Added Tax International Practice and Problehw, Washington D.C., 1988,

halaman 279.
18 1hid.
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» Tarif dan jumlah PPN

* Nama dan alamat penerima barang dan jasa.

Peraturan pajak dari suatu negara biasanya mengatiang bentuk
form Faktur Pajak, batas tanggal penerbitan permahtau koreksi
terhadap Faktur Pajak dan juga penerbitan nota i@&panjang memenuhi
persyaratan minimal yang telah disebut di atas,armlatu Faktur dapat
dianggap sebagai Faktur Pajak Standar, sehinggabWrgjak dapat
membuat form Faktur Pajak sesuai dengan kemauamkmeihal ini
memungkinkan perusahaan untuk menggabungkan F&djak dengan
Faktur Penjualan. Tetapi dibeberapa negara ada yembuat peraturan

yang menentukan adanya suatu form standar darHaajak.

Dalam Faktur Pajak Standar disebutkan harga juab yaenjadi
dasar pengenaan pajak dan besarnya pajak yangngrwtementara itu
apabila Pembeli bukan merupakan Wajib Pajak makard&aktur Pajak
biasanya harga jual tersebut sudah termasuk PPN.

Faktur Pajak dibuat minimal dua lembar (copy) y&tumbar pertama
untuk penjual dan lembar kedua untuk pihak pemletapi di beberapa
negara ada beberapa perbedaan dalam jumlah leodpsy),(ini tergantung
dengan peraturan yang ada. Faktur Pajak harus ghsinoleh masing-
masing pihak dan digunakan sebagai suatu bukthdp&ncatatan transaksi
serta diperlukan pada saat pemeriksaan oleh Pesad?#jak. Jelas terlihat
bahwa Faktur Pajak merupakan suatu alat bukti y@ipgrlukan dalam

mekanisme pemungutan pajak.

Pembuatan Faktur Pajak bersifat wajib bagi Pengusama Pajak,
karena Faktur Pajak adalah bukti yang menjadi sapelaksanaan cara
kerja/ mekanisme pengkreditan PPN. Orang Pribadi Badan yang tidak
dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dilarantghoed Faktur Pajak,
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ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi pemiggii pemungutan

pajak yang tidak semestinya.

Faktur Pajak berfungsi sebagai :

1. Bukti pungutan bagi Pengusaha Kena Pajak yang maimyen Barang
Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak.

2. Bukti pembayaran pajak, ditinjau dari sisi pemliglrang Kena Pajak
atau penerima Jasa Kena Pajak atau Orang PritadiBstdan yang
mengimpor Barang Kena Pajak.

3. Sarana untuk mengkreditkan Pajak Masukan. FaktakBang dapat
digunakan sebagai bukti pungut dan sebagai saranfk u
mengkreditkan pajak masukan, maka disebut FaktjakPatandar
karena harus memenuhi persyaratan formal maupueriadat

B. Kerangka Pemikiran
Pajak merupakan salah satu bentuk iuran yang digpeitsakan kepada setiap
warga negara. Hal ini dapat dilihat pada definigjap yang dikemukakan oleh
Soemitro yang dikutip oleh Untung Sukardji (200Bjikut ini:
“Pajak adalah peralihan kekayaan dari sektor sw&stasektor publik
berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakayamdidak mendapat
imbalan yang secara langsung dapat ditunjukkang ydigunakan untuk
membiayai pengeluaran umum dan yang digunakan aeldéa pendorong,
penghambat atau pencegah untuk mencapai tujuan aadagli luar bidang

keuangan negara”

Keberhasilan suatu sistem perpajakan dalam meRgariungsinya baik
sebagai pengumpul dana untuk kas negara atau sebamgatur tata kehidupan
masyarakat baik sosial, ekonomi dan lain sebagathgangaruhi oleh berbagai
faktor, salah satunya adalah kebijakan pajak yaramhil. Kebijakan pajak

dituangkan dalam bentuk undang-undang dan keteplaksananya.
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Kebijakan perpajakan yang dibuat Pemerintah dikamapmapat mempunyai
azaz keadilanequity principlé dan kepastian hukuntdrtainty principlg sehingga
dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan secareetakeluntary of compliange
sehingga berpengaruh dalam meningkatkan pendapaara. Selain itu perlunya
kesadaran dalam masyarakat agar mau patuh memkewhjibannya perpajakan
dan melaksanakan hak perpajakan secara sukarefzatukan perpajakanT#&x
Compliancg dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dim@fgib Pajak

memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksahaksperpajakannya.

Dengan memperhatikan hal tersebut, maka penetesia ini ditekankan pada
pelaksanaan lelang yang dilakukan dalam Balai IgeBwasta untuk meningkatkan

kepatuhan pemenuhan kewajiban pembayaran pajakvagibipajak.

C. Metode Penelitian
1. Pendekatan Penelitian
Pendekatan penelitian yang digunakan dalam tesigal@h pendekatan
kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekataenelitian ilmiah yang
menekankan pada struktur sosial, budaya, hubungaelip dengan objek yang
diteliti yang lebih menekankan pada pertanyaan “HoWada umumnya
pendekatan kualitatif dikembangkan dalam berbaghing penelitian misalnya

ilmu sosial, politik atau hukum.

Creswell mengutip pendapat Merriam menyatakan baaga 6 (enam)
ciri-ciri penelitian kualitatit’, yaitu
1) Penelitian kualitatif lebih menekankan perhat@da proses, bukannya hasil
atau produk.
2) Peneliti kualitatif tertarik pada makna- bagammaorang membuat hidup,

pengalaman dan struktur dunianya masuk akal.

17 John W. CreswelDesain Penelitian, Pendekatan Kualitatif dan Kutatif, Jakarta: KIK Press, 2002,
halaman 140.
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3) Peneliti kualitatif merupakan instrumen pokakuk pengumpulan dan analisa
data. Data didekati melalui instrumen manusia, boia melalui inventaris,
daftar pertanyaan atau mesin.

4) Peneliti kualitatif melibatkan kerja lapangaengliti secara fisik berhubungan
dengan orang, latar, lokasi atau institusi untukngaenati atau mencatat
perilaku dalam latar alamiahnya.

5) Peneliti kualitatif bersifat deskriptif, dalaanti peneliti tertarik pada proses,
makna dan pemahaman yang didapat melalui katagatabar.

Pemilihan pendekatan kualitatif dikarenakan sesleaigan karakteristik
dari penelitian kualitatif seperti yang dikemukalaeh Creswell :
“ (a) Konsepnya tidak matang karena kurangnya telam penelitian
terdahulu,
(b) Pandangan bahwa teori yang ada mungkin teja&t, tidak memadai,
tidak benar atau rancu,
(c) Kebutuhan untuk mendalami dan menjelaskan femandan untuk
mengembangkan teori, atau

(d) Hakekat fenomenanya mungkin tidak cocok denglman-ukuran
kuantitatif-®

Keseluruhan penelitian ini dijabarkan dalam bennakatif ilmiah yang
menggambarkan hubungan antara teori dan praktek disamui untuk kemudian

didapatkan kesimpulan serta saran apabila masilgaadtpaperlu diperbaiki.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan diterapkan dalam pemamstesis ini adalah
penelitian deskriptif. Yang dimaksud dengan jeresgitian deskriptif menurut
Irawan adalah:

“Penelitian  deskriptif adalah  penelitian  yang  bgeran
mendeskripsikan atau menjelaskan sesuatu hal separadanya”

18 John W. CreswelQp. cit halaman 140.
19 A. Prasetya Irawar,ogika Dan Prosedur PenelitialSTIA LAN Press, 2004, halaman 60.
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Jenis penelitian ini dipilih dengan pertimbangamvia tulisan ini akan
membahas mengenai keadaan penerapan pajak peaghaddn pajak

pertambahan nilai pada Balai Lelang Swasta di ledian

3. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data dari penelitian kualithifus melalui prosedur
pengumpulan data seperti yang dikemukakan olehn@tkegaitu:

“Langkah-langkah pengumpulan data melibatkan (ahetapkan
batas-batas penelitian, (b) mengumpulkan informaselalui
pengamatan wawancara, dokumen dan bahan-bahar, viana(c)
menetapkan aturan untuk mencatat inform&si.”

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, maka tedengumpulan data dalam

membahas penelitian ini dilakukan dengan dua caita:y

a. Studi kepustakaatiilfrary research)
Studi kepustakaan dilakukan dengan membaca dan el@@mp sejumlah
buku, literatur, majalah, artikel, tesis, jurnalpdang-undang Perpajakan,
Peraturan Menteri Keuangan, Surat Dirjen Pajakldizmlain. Adapun tujuan
dari studi kepustakaan ini adalah untuk mendapakiexangka teori dalam
menentukan arah dan tujuan penelitian serta merkzarsep-konsep dan
bahan-bahan yang sesuai dengan konteks permasédsisami.

b. Studi Lapangan
Studi Lapangan dilakukan dengan melakukan wawamaralalamig-depth
interview) dengan key informant yang dalam tugas dan pekerjaannya
berhubungan dengan masalah-masalah yang berkamgaml tesis ini, seperti
yang dikemukakan oleh Prasetya Irawan bahwa :

“....seorang peneliti mungkin menggunakan teknik waveaa
untuk mengumpulkan data. Tapi sebagai metode pianelmaka
teknik wawancara ini benar-benar menjadi tumpuamatbagi si
peneliti untuk mengumpulkan dat&.”

2020 30hn W. CreswelDp. cit halaman 143.
2L A, Prasetya IrawarQp. cit halaman 64.
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. Nara Sumber/Informan

Studi Lapangan yang dilakukan dalam penelitiarsalah satunya adalah dengan
melakukan wawancara mendalam baik secara langsaogun tidak langsung
(chatting terhadap nara sumbkely informanyang berhubungan langsung dan
mengetahui masalah-masalah yang berkaitan dengmnirte yaitu Wajib Pajak

(Balai Lelang Swasta online) dan Pejabat Direktdestderal Pajak.

. Proses Penelitian

Proses penelitian ini diawali dengan perumusan l@astan menentukan
metodologi yang akan dilakukan. Penelitian dilakgnt dengan mempersiapkan
kajian literatur yang sesuai dengan perumusan aiasghng ada. Penelitian
lapangan dengan melakukan wawancara terhadap Keymen yang telah
ditentukan. Hasil wawancara dan kajian literaturgygéelah didapatkan kemudian

dianalisis untuk menyusun simpulan dan memberikazans

. Penentuan Lokasi dan Objek Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Jakarta, karena rsglunara sumber
berlokasi di Jakarta yang merupakan pusat pembehbijakan perpajakan.
Sedangkan Objek penelitian adalah Balai Lelang 8wasng melakukan
transaksi jasa lelang secara tidak langsung metakrinet 6nline)

. Batasan Penelitian

Dalam penelitian ini hanya dibatasi pada para pelakang lokal yang
dilakukan pada Balai Lelang Swasta yang melakuialime di Indonesia dan

pada jenis lelang tidak langsung secara sukarela.

. Keterbatasan Penelitian

Kesulitan untuk mendapatkan data penerimaan pd&akak Penghasilan
dan Pajak Pertambahan Nilai) dari Balai Lelang $av@sline di Indonesia maka

penelitian ini hanya mengacu pada Undang-undang dloh? Tahun 2000
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tentang perubahan ketiga Undang-undang Nomor 7 mTa®83 tentang Pajak
Penghasilan, Undang-undang Nomor 18 Tahun 200(akam kedua Undang-
undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak PertambdhainBarang dan Jasa
dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan peangtetaksanaannya.

Aspek perpajakan..., Devy Siswandayani, FISIP Ul, 2008



BAB Il
GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah
Mengutip dari FX. Ngadijarno, Nunung Eko Laksitond&sti Indrilistiani
(2006), berikut ini sejarah yang menjadi bagian dajek penelitian:
1. Sejarah Lelang
Lelang menurut sejarahnya berasal dari bahasa dattio yang berarti
peningkatan harga secara bertahap. Para ahli m&aendi dalam literatur
Yunani bahwa lelang telah dikenal sejak 450 tahelrelim Masehi. Beberapa
jenis lelang yang populer pada saat itu antara #lalah lelang karya seni,

tembakau, kuda, budak, dan sebagainya.

Di Indonesia, lelang secara resmi masuk dalam pgangrundangan sejak
1908, yaitu dengan berlakuny@&ndu Reglemenstbl 1908 No. 189 daWendu
Instructie Stbl. 1908 No. 190. Peraturan-peraturan dasar lelangasih berlaku

hingga saat ini dan menjadi dasar hukum penyeleaggdelang di Indonesia.

Dalam sistem perundang-undangan Indonesia, lela@odgkan sebagai
suatu cara penjualan khusus yang prosedurnya l@ertbexdgan jual-beli pada
umumnya. Oleh karenanya cara penjualan lelang rdddlam undang-undang
tersendiri yang sifatnybex SpesialisKkekhususan (spesialisasi) lelang ini tampak
antara lain pada sifatnya yang transparan/ketegsulangan pembentukan harga
yang kompetitif dan adanya ketentuan yang mengkanupelaksanaaan lelang

itu dipimpin oleh seorang Pejabat Umum, yaitu Pajalelang yang mandiri.

Peranan lembaga lelang dalam sistem perundang-gadakita tampak
masih dianggap relevan. Hal ini terbukti dengarurdisikannya lelang untuk
mendukung upayd.aw Enforcementdalam hukum perdata, hukum pidana,
hukum pajak, hukum administrasi negara, dan huk@ngelolaan kekayaan
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negara. Perkembangan hukum belakangan ini sepertiang-undang Hak
Tanggungan (UUHT) No. 4 Tahun 1996, Undang-Undamgpddakan dan
Undang-undang Kepailitan, serta Undang-Undang Rediearaan UU No. 1
tahun 2003 membuktikan ekspektasi masyarakat darenp@ah yang semakin
besar terhadap peranan lelang. Hal ini jelas meklkap bahwa meskipun sistem
lelang yang diatur dalam Vendu Reglement termasighssatu peraturan lama
warisan Belanda, sistem dan konsep dasarnya selyanaukup baik dalam

mendukung sistem hukum saat ini.

. Sejarah Balai Lelang

Pada awalnya sekitar tahun 1964 pelaksanaan |eks®l instansi
pemerintah yang belum dapat diurusi oleh kant@niginegeri dapat dilakukan
melalui komisioner lelang. Komisioner lelang sectggas tidak diatur dalam
Vendu Reglement maupun Vendu Instructie, tetapy&atatur secara eksplisit
pada Pasal 76 KUHD. Yang dimaksudkan komisioneardaKUHD adalah
seseorang yang dengan mendapat provisi melakukédranga untuk mengadakan
persetujuan atas nama sendiri atau atas nama paamsaendiri akan tetapi atas

perintah dan tanggung jawab orang lain.

Komisioner ini dibedakan antara komisioner penja@n komisioner
pembeli, secara mungkin tidak langsung timbul kaonesr lelang. Komisioner
lelang merupakan orang atau badan yang diberikasakwntuk menjual atau
membeli dalam lelang karena masyarakat belum beg#ugenal lelang dan
prosedur menjual melalui lelang. Perkembangan komes lelang menunjukkan

kemajuan sehingga saat itu diartikan sebagai kuasgual melalui lelang.

Dalam perkembangannya komisioner lelang bergatiahsmenjadi Balai
Lelang. Namun pada perkembangannya Balai Lelangeliet pernah
dibubarkan/dihapus oleh Menteri Keuangan sesuaatSKeputusan Nomor
D.15/D.1/16-2 tanggal 2 Mei 1972, dengan pertimbanbahwa "pelelangan-
pelelangan telah dapat dilaksanakan dan diselesalan kantor lelang negeri

dan kantor-kantor lelang kelas II”. Selain itu, desgarkan catatan administrasi
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Subdirektorat lelang sampai sekitar tahun 1978, imdsanyak terdapat

tunggakan-tunggakan yang berasal dari Balai Lejyamg belum terselesaikan.

Pembubaran tersebut tidak serta merta mengurabgbksan Balai Lelang
untuk meneruskan perdagangan sebagai Balai Lelasg dengan mengindahkan

peraturan-peraturan dalam Vendu Reglement.

. Sejarah Perkembangan Bisnis Lelan@nline

Bisnis lelangonline menjadi dikenal pada sabbomingeradot compada
periode tahun 1995-2001, yang mencapai klimaksaga pahun 2000. Pada saat
ini, sektor internet sedemikian cepat bertumbuh prmsahaan belomba-lomba
ingin ikut menyandang nama belakang dot com. Mumgkdak pernah
dibayangkan sebelumnya, bahwa seorang ataupun hsgbermsahaan dapat
menjadi besar dalam waktu singkat dengan hanyavaédari sebuah situs. Era
dot com melahirkan nama besar dan merubah perusahegjadi perusahaan
raksasa dengacapital milyaran dollar, antara lain seperti : Hotmail k@&ng
bernama MSN Hotmail Microsoft sebagai pemilik) yamgrupakan salah satu
service webmail pertama di internet, Amazon, Yahdah eBay.

Perusahaan-perusahaan dot com mulai berguguraamd@egyebab antara
lain terjadi penjualan saham besar-besaran perasgieusahaan teknologi dan
persiapan dalam menghadapi tahun 2000 (Y2K). Bayaampun, era dot com
walau mengalami kejatuhan setelah terbang tingdght berjasa menampilkan
nama-nama yang sangat dikenal hingga saat ini,agrndalam bisnis lelang
online Beberapa situs web lelarapline besar yang sudah tidak asing lagi di
dunia maya, yaitu : eBay (beralamatkan pada ebany,ceBid (beralamatkan
pada ebid.net) dan  Bidorbuy dibaca: Bid or Buy rdlmmatkan pada

bidorbuy.co.za).

Sedangkan di Indonesia, bisnis pelelangan mulaigalemi pertumbuhan

bahkan sempabooming setelah Pemerintah pada tahun 1996 mengeluarkan
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deregulasi di bidang lelang (Keputusan Menteri Kegam Nomor
47/KMK.01/1996 Tanggal 31 Desember 1996) dan dipesbui dengan
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 299/KMK.01/198mang Balai Lelang.).
Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan tersebuef#ah melalui Badan
Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) Departekemangan Republik
Indonesia memperkenankan berdiri dan beroperasiayai lelang swasta

dimana sebelumnya penjualan lelang hanya dilakudah Kantor Pelayanan
Piutang dan Lelang Negara (sebelumnya disebut Kéetang Negara).

Di bulan Pebruari 1996 Christies telah membantuakelbadan amal dalam
menyelenggarakan lelang barang-barang milik Adrdoe, seorang banker
terkenal di Indonesia. Christies adalah balai lglawasta yang pertama kali
menyelenggarakan lelang di Indonesia. Tuan Adriee Bdalah terkenal sebagai
seorang kolektor dari karya-karya seni dan barangdy antik, serta memiliki
berbagai barang bagus yang sesuai untuk pelelaegarasuk lukisan-lukisan,
barang-barang keramik, dan barang-barang tekstita Surniture. Koleksinya
cukup besar baik ditinjau dari segi jenis dan kuashya sehingga perlu
diselenggarakan lelang bagi seluruh barang-baraligga di Indonesia. Lelang
tersebut terbukti sangat sukses, dan tepatnya 3@Mgoterdaftar turut
berpartisipasi pada lelang tersebut. Lelang meakedi suatu fungsi yang
penting bagi badan-badan sosial sehingga dapatgueagan hasil/pendapatan
dari lelang tersebut bagi kegiatan-kegiatan amalnya

Pemerintah melihat pasar yang luas bagi transaksnl-barang milik
swasta dan dengan adanya balai lelang swasta (Bu®ep lelang yang ideal
seperti efisien (cepat), terbuka (transparan), ldanpetitif (harga bersaing) bisa
diwujudkan. Konsep ini sesuai dengan konsep pas#as yang menuntut
transparansi dan profesionalisme. Hal itu bisaldidg oleh penggunaan internet
dan sejak itulah mulai bermunculan situs web lelangne Berikut ini adalah
beberapa situs web lelaogline di Indonesia, antara lain: lelang.indoglobal.com,

gadogado.net, lelang.com, balindo.com, lelang88.dibetang.com/enter.
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B. Dasar Hukum Lelang
Secara garis besar, dasar hukum lelang dapat dib@lgin dua bagian,
sebagaimana dikutip dari FX. Ngadijarno, Nunung Eké&sito dan Isti Indrilistiani
(2006), yaitu :
1) Ketentuan Umum
Dikatakan ketentuan umum karena peraturan perundiaggngannya tidak
secara khusus mengatur tentang tata cara/prosddung|
a. ‘Burgeliik Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)
Stbl.1847/23 antara lain Pasal 389.395, 1139 14911);
b. “Reglement op de Burgelijk RechtsvordefRBG” (ReglementHukum
Acara Perdata untuk daerah di luar Jawa dan Ma&@ibh) 1927 No. 227
Pasal 206-228;
c. “Herziene Inlandsch ReglemAtR” atau Reglementindonesia yang
diperbaharui/ RIB Stbl. 1941 No. 44 a.1 Pasal 198-2
d. UU No. 49 Prp 1960 tentang PUPN, Pasal 101@an
e. UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undéludtum Acara
Pidana, Pasal 35 dan 273;
f. UU No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan;
UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Basal
UU No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia;
i. UU No. 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajagale Surat Paksa,
J.  UU No. 1 tahun 2003 tentang Perbendaharadoniesia;
k. UU No0.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Pdaan Membayar
Utang;
[. PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaranifana
m. Peraturan Pemerintah No. 44 tahun 2003 tentaegiuRgutan

g.
h

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

2) Ketentuan Khusus, yaitu peraturan perundangwugah yang secara khusus

mengatur tentang tata cara dan prosedur lelang.
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3)

a. “Vendu Reglemeh{Undang-Undang Lelang) Stbl. 1908 No. 189 yang
terdiri dari 49 Pasal;

b.“Vendu Istructi¢ (Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Leg&itbg)
1908 No. 190 yang terdiri dari 62 Pasal;

c. Instruksi Presiden No.9 tahun 1970 tentang U2dmj dan atau
pemindahtanganan barang-barang yang dimiliki/di&uasgara;

d. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 304/KMK.01/2002 Nomor
450/KMK.01/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang

e. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 305/KMK.01206 Nomor
451//KMK.01/2002 tentang Pejabat Lelang;

f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.0@&Q@anggal 30
November 2005 tentang Balai Lelang;

g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 119/PMK.00%2@anggal 30
November 2005 tentang Pejabat Lelang Kelas II.

Gambaran Ringkas Undang-Undang Lelavigniu Reglemenstbl. 1908 No.
189, Instructie Lelang(Vendu Instructig stbl. 1908 No. 190 dan Peraturan
Pemungutan Bea Lelang untuk Pelelangan dan Penjuataum Stbl No. 390.

a. Undang-Undang Lelang (Vendu Reglement) Sti¥8190. 189 jo Stbl.
No.56. Undang-Undang Lelang (Vendu Reglement) irerupakan
peraturan-peraturan yang mengatur tentang PokokkP8&enjualan di
Muka Umum (lelang). Dari 49 Pasal tersebut dapaeriici dalam
Pasal-pasal yang masih aktif, Pasal-pasal yang efektif dan Pasal
yang dihapus/dicabut.

1) Pasal-pasal yang masih aktif ada 27 Pasal) yai
Pasal 1, 1a, 1b, Pasal 2, Pasal 3 (dengan pengesstiiah), Pasal 5,
Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 10, Pasal 18 1Pa&asal 20, Pasal
21, Pasal 24, Pasal 30, Pasal 33, Pasal 35, PasBhS8al 38, Pasal
39, Pasal 40 , Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, #4sBlasal 45, dan
Pasal 46.

2) Pasal-pasal yang tidak efektif ada 13 Pasdl,y
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Pasal 4, Pasal 9, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 2&l, FgsPasal 27,
Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 32, Pasab88, 4, dan Pasal
38.

3) Pasal-pasal yang sudah dihapus/dicabut, yaitu :
Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasab4al, 6, Pasal 17,
Pasal 36, Pasal 47.

b. Instruksi Lelang (Vendu Instructie) Stbl. 1998. 190.

“Vendu Instructie ini merupakan ketentuan-ketentuan pelaksanaan

VenduReglement dan terdiri dari 62 pasal yang dapagrafipi sebagai

berikut:

1) Pasal-pasal yang masih aktif ada 32 pasal, yaatsing-masing:
Pasal 1, 7, 8 (dengan penyesuaian istilah), Pagad<$al 11, Pasal 12,
Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasalek8g{an masih
aktif), Pasal 22, Pasal 23 (tidak pernah dilaksangkPasal 24
(sebagian masih aktif), Pasal 25, Pasal 27, P&adP&sal 31, Pasal
32, Pasal 33, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, PhsBhdal 42, Pasal
43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Padgiddk efektif
untuk Kantor Lelang Negara, tetapi efektif untuknkaa Pejabat
Lelang Kelas II) dan Pasal 60.

2) Pasal-pasal yang tidak efektif ada 25 pasetyy
Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Raddhsal 13 a, b, c,
Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 26, Pasab2a8l, 30, Pasal 34,
Pasal 35, Pasal 36, Pasal 40, Pasal 41, Pasab5&l, 34, Pasal 55,
Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59.

3) Pasal-pasal yang sudah dihapus/dicabut adad, yaitu :

Pasal 49, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 61dan Pasal 62.

C. Balai Lelang

1. Pengertian Balai Lelang
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Balai Lelang yang terdapat di luar negeri diselaliagaiAuction House
adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasaglsjaitu jasa menjualkan
barang orang lain dengan cara lelang. Perusahesgbt# menerima order dari
pemilik barang, kemudian setelah mempersiapkanntemasarkan agar barang
tersebut layak dijual, maka dilakukanlah penjuadanara lelang yang hasilnya
kemudian diteruskan kepada pemilik barang. Sementar Balai Lelang
berdasarkan perikatan perdata dengan pemilik baa&ag menerima sejumlah
honorarium atadee yang disepakati kedua belah pihak, dan sekurargagaya
memuat antara lain:

1) besaran imbalan jasa dari penjual/pemilik bakapada Balai Lelang;

2) cara pembayaran imbalan jasa;

3) pembagian uang jaminan wanprestasi; dan

4) jangka waktu penyetoran hasil bersih lelang Batai Lelang kepada pemilik

barang.

Hal ini sejalan dengan uraian tentang transaksariglOnline (Online
Auctiong berdasarkan hakekat ekonomi menu@rganization for Economic
Cooperation and DevelopmenOECD) sebagaimana dikutip dari Mansury
(2003), yaitu:

Provider memamerkan barang-barang yang dapat dibeli secara

lelang. Pemakai (fsef) membeli secara lelang langsung dari

pemilik barang dan tidak membeli kepada perusahgang
mengoperasikarweb site Vendor membayarprovider sejumlah

persen dari harga penjualan atau sudktlifee Kegiatan ini sama

dengan kegiatan Balai Lelang atauttion Housé

Di Indonesia, peraturan yang mengatur tentang Baliaing saat ini adalah
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.07/20G%dgal 30 November
2005 tentang Balai Lelang. Menurut Peraturan Meénkguangan Nomor
118/PMK.07/2005 tanggal 30 November 2005, Balaiahgl adalah Perseroan
Terbatas (PT) yang didirikan oleh swasta nasiopatungan swasta nasional
dengan swasta asing, atau patungan BUMN/D dengastawasional/asing yang

khusus didirikan untuk melakukan kegiatan operadiaosaha Balai Lelang.
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Yang dimaksud dengan Balai Lelang adalah peroraaganBadan Hukum
yang menyelenggarakan kegiatan dibidang jasa lelagrglasarkan ijin dari
Direktur Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPIDé¢partemen Keuangan.
Balai lelang harus memiliki fasilitas kantor (bangn perkantoran tidak
dipersyaratkan), tempat pelelangan (boleh berphmitattah dari satu hotel ke
hotel lain, dari satu lokasi ke lokasi lain, ataundernet), fasilitas penyimpanan
barang, juru taksirappraisa), surat izin usaha perdagangan, dan modal disetor
minimal satu milyar rupiah. Pelelangan di balaiatgl swasta berdasarkan
kesepakatan bersama dengan penjual barang, diiasigas harga barang atas

dasar kesepakatan bersama.

Pemerintah tidak memperkenankan balai lelang swastielang barang
eksekusi pengadilan, barang milik BUMN/ BUMD, daggpdaian. Dalam kasus
kredit macet, agunan bisa dilelang oleh balai lswasta dengan syarat belum
menyangkut eksekusi pengadilan. Aset pihak yangub@ng bisa dilelang guna
menutup hutangnya setelah terjadi kesepakatanaapitaak debitur dan kreditur
serta belum menjadi perkara di pengadilan. Dalaktwsatu tahun, Balai Lelang
harus melaksanakan lelang minimal dua kali, tidednasuk lelang tidak ada
peminat, lelang atas barang milik Balai Lelang serdhn lelang atas barang

milik pemegang saham, direksi atau pegawai Bal&ngeyang bersangkutan.

ljin Operasional
Permohonan ijin operasional Balai Lelang diajukanasa tertulis kepada
Direktur Jenderal di atas kertas bermaterai sefragan ketentuan yang berlaku.
Permohonan ijin sebagaimana dimaksud di atas hdilenhgkapi dengan
dokumen persyaratan ijin operasional Balai Lelang.
1) Persyaratan ijin operasional Balai Lelanguya
a. Akta Pendirian PT. Balai Lelang, yang dibuat didapan notaris dan
telah disahkan oleh instansi yang berwenang.
b. Modal disetor sekurang-kurangnya Rp1.000.000-04Batu milyar
rupiah)
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c. Proposal pendirian Balai Lelang, yang memuogdra lain:

* Ruang lingkup kegiatan Balai Lelang,

» Struktur organisasi atau personil, termasuk ternagailai, tenaga
hukum apabila tenaga penilai dan tenaga hukum jeelssbagai
karyawan Balai Lelang yang bersangkutan, dan

» Sasaran jangka pendek atau rencana kegiatan letdaigna 1 (satu)
tahun.

d. Neraca awal yang dibuat oleh akuntan publikndjkapi dengan bukti-
bukti pendukung seperti rekening koran.

e. Mempunyai atau menyediakan fasilitas antana la
* Fasilitas kantor dengan luas sekurang-kurangnyariz)0
* Fasilitas lokasi/tempat untuk memonitor pelaksanatang melalui

internet,

* Fasilitas lokasi/tempat penyimpanan barang dengas $ekurang-
kurangnya 200 m2, kecuali Balai Lelang yang kegiaitsahanya
hanya untuk barang tidak bergerak.

Fasilitas tersebut harus dibuktikan dengan datalyemg antara lain

sertifikat atau surat tanda bukti kepemilikan asawat perjanjian sewa

dengan jangka waktu sewa minimal 2 (dua) tahunfo@nsebagai data
pendukung tersedianya fasilitas.

f. Fotokopi identitas para pemilik/pemegang saldam direksi Balali
Lelang dengan menunjukkan aslinya.

g. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Balaldng, para
pemilik/pemegang saham dan direksi Balai Lelanggdemmenunjukkan
aslinya.

h. Surat pernyataan dari para pemilik/pemegangrsatian direksi Balai
Lelang bahwa yang bersangkutn tidak memiliki kreddécet di bank
pemerintah/swasta dan tidak termasuk dalam Daftan@Tercela/DOT.

i. Surat keterangan domisili kantor Balai Lelaragi dkelurahan setempat dan
telah memiliki Surat 1zin Tempat Usaha (SITU) yatigeluarkan oleh

instansi yang berwenang.
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J- Rekening koran bulan berjalan atas nama PTaiBaelang yang
bersangkutan.

k. Mempunyai atau menyediakan tenaga penilai daaga hukumlégal
office) dengan syarat:

* Untuk tenaga penilai dibuktikan dengan sertifikahgidikan penilai,
kartu anggota organisasi profesi penilai, pengataksaja dan surat
perjanjan kerja apabila tenaga penilai yang beissag berasal dari
luar Balai Lelang,

* Untuk tenaga hukum dilengkapi dengan ijazah pekadididi bidang
hukum, pengalaman kerja sebagai Tenaga Hukum daat su
perjanjian kerja apabila tenaga hukum yang bersaagkoerasal dari
luar Balai Lelang.

2) Balai Lelang yang pindah alamat/tempat kedadukajib melaporkan secara
tertulis kepada kepala Kanwil di tempat yang lanaa gang baru paling
lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah kepindahan.

3) Balai Lelang yang pindah alamat/tempat ke&#aduwajib melengkapi
permohonan pindah alamat dengan dokumen :

a. Akta pernyataan keputusan rapat yang dibuaddipan notaris tentang
perubahan alamat Balai Lelang.

b. Surat keterangan penerimaan laporan Akta PeambAnggaran dasar
dari Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.

c. Surat Pernyataan tersedianya fasilitas kafgnrainnya.

d. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWB3lai Lelang dan para
pemilik/pemegang saham Balai Lelang sesuai alagniaartu.

e. Surat keterangan domisili Kantor Balai Lelargi dkelurahan setempat
dan telah memiliki Surat ljin Tempat Usaha yangetiiarkan oleh
instansi yang berwenang.

4) Pemberian ijin perpindahan alamat/tempat kekla Balai Lelang diberikan
setelah persyaratan sebagaimana dimaksud di atpsnidi dan telah

dilakukan peninjauan lapangan.
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5) Pemberian ijin perpindahan alamat/tempat kekian Balai Lelang dalam
satu kota tidak berlaku sebagaimana dimaksud dptampoin di atas.

6) Balai Lelang yang mendirikan kantor perwakilaajib melaporkan secara
tertulis kepada Direktur Jenderal dengan tembusapale Kanwil tempat
kedudukan Balai Lelang dan / atau tempat kantowaldtan sebelum
tanggal pendirian kantor perwakilan.

7) Balai Lelang yang mengalami perubahan kepeanilfsemegang saham atau
digabungkan dengan Balai Lelang lain wajib memiijita secara tertulis
kepada Direktur Jenderal dengan tembusan KepalawiKatempat
kedudukan Balai Lelang sebelum kepemilikan/pemegaafpam atau
penggabungan, dengan dilampiri :

a. Fotokopi identitas calon pemegang saham/dirglsig baru dengan
menunjukkan aslinya,

b. Fotokopi NPWP calon pemegang saham/direksi ylaag dengan
menunjukkan aslinya;

c. Surat Pernyataan dari pemegang saham/direkg aru bahwa yang
bersangkutan tidak memiliki kredit macet di banknpentah/swasta dan
tidak termasuk dalam Daftar Orang Tercela (DOT).

8) Balai Lelang yang mengalami perubahan kepeamligfemegang saham wajib
melengkapi dokumen perubahan kepemilikan/pemegamens :

a. Akta pernyataan keputusan rapat yang dibubadapan notaris tentang
perubahan kepemilikan/pemegang saham Balai Lelang.

b. Surat Keterangan atau pengesahan dari Departéeteakiman dan Hak
Asasi Manusia RI tentang perubahan kepemilikan/gamg saham
Balai Lelang.

c. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Balaldng dan para
pemilik/pemegang saham.

d. Surat keterangan domisili Kantor Balai Lelang &alurahan setempat.

9) Balai Lelang yang telah mengakuisisi Balai bgléain wajib memberitahukan

secara tertulis kepada Kepala Kanwil setempat demngabusan Direktur
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Jenderal paling lambat 7 hari kerja sejak pengafurgngan melengkapi

dokumen :

a. Akta pernyataan keputusan rapat yang dibubadapan notaris tentang
akuisisi Balai Lelang, dan

b. Surat keterangan atau pengesahan dari Departéateakiman dan Hak
Asasi Manusia RI tentang akuisisi Balai Lelang.

10) ljin perubahan kepemilikan/pemegang saham g@oggabungan Balai
Lelang diberikan setelah persyaratan sebagaimamsakdud di atas
terpenuhi dan telah dilakukan peninjauan lapangan.

11) Dalam hal akuisisi Balai Lelang disertai demgserubahan nama Balai
Lelang, berlaku ketentuan sebagaimana pengajuamopenan untuk
memperoleh ijin operasional Balai Lelang.

3. Pelaksanaan Lelang
Pada dasarnya pelaksanaan lelang secara elekeatirs atas:

3.1. Pra-lelang (sebelum terjadinya transaksi pelelangan) merupaka
penanganan pesanan yang meliputi pengumpulan daataéan barang,
penilaian barang, dan pemasaran. Dalam persiapatelpng terdapat
beberapa hal yang harus dilaksanakan guna kelancpetaksanaan
lelangnya. Hal ini untuk menghindari kemungkinanaragh sengketa
hukum di kemudian hari. Beberapa kegiatan antara [@ersiapan-
persiapan, kelengkapan dokumen, jadwal waktu peogwan, persyaratan-
persyaratan hukum sebagai dasar hukum pelaksaglaag itu sendiri dan
sebagainya.

Berikut secara rinci kegiatan jasa pra lelang @&alai Lelang meliputi:
a. Meneliti kelengkapan dokumen persyaratan lettalgdokumen barang

yang akan dilelang.

Dokumen-dokumen yang harus dipersiapkan sebelurakgshaan

lelang dilakukan, antara lain

i. Dokumen persyaratan lelang yang bersifat umum:
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1. Salinan/fotokopi Surat Keputusan Penunjukan uRen;
2. Syarat lelang dari Penjual (apabila ada); dan
3. Daftar barang yang akan dilelang.
ii. Dokumen persyaratan lelang yang bersifat umuntuku lelang
sukarela:
1. Surat kuasa untuk menjual dari Pemilik, apatilkan Pemilik;
2. Surat pernyataan dari Pemilik bahwa barang tit#dém sengketa;
3. Surat pernyataan dari Penjual yang akan bertangggawab
apabila terjadi gugatan perdata atau tuntutan piddem
4. Asli/fotokopi bukti kepemilikan hak.
b. Melakukan analisis yuridis terhadap dokumersysatan lelang dan
dokumen barang yang akan dilelang
c. Menerima, mengumpulkan, memilih, memberikan llad@n menyimpan
barang yang akan dilelang
d. Menguiji kualitas dan menilai harga lelang
e. Meningkatkan kualitas barang yang akan digelan
f. Mengatur asuransi barang yang akan dileldag/atau
g. Memasarkan barang dengan cara-cara efektifateserta menarik baik
dengan pengumuman, brosur, katalog maupun caraspeamalainnya
sehingga menarik peminat/ pembeli.

Tata Cara Pengumuman Lelang

Pada prinsipnya, pengumuman lelang harus dilakukalalui surat
kabar harian, selebaran, atau tempelan yang muitettad oleh umum
dan/atau melalui media elektronik termasuk interBetiam hal tidak ada
surat kabar harian, maka Pengumuman Lelang diumundiedam surat
kabar harian yang sejauh mungkin pengumuman ldknsgbut dimuat di
surat kabar harian yang memiliki peredaran luas diparkirakan dibaca
oleh kalangan bisnis. Adapun maksud diadakannygymuaman lelang ini

adalah:
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 Agar dapat diketahui oleh masyarakat luas, sehinigggi yang
berminat dapat menghadiri pelaksanaan lelang (nemgim peminat
lelang/aspek publikasi).

*  Memberikan kesempatan kepada pihak ketiga yangsaet@augikan
untuk mengajukan sanggahan/verzet (aspek legalitas)

* Sebagaishock therapypagi masyarakat agar menimbulkan efek jera,
sehingga diharapkan debitur yang tadinya bermaklasan
memenuhi kewajibannya akan timbul kesadaran untudumasi
kewajiban-kewajibannya karena takut barang miliknysa saja
dilelang sebagai bagian pelunasan hutang-hutangnya.

Tata cara pengumuman lelang telah diatur dalamt @putusan Menteri

Keuangan No. 450/KMK.01/2002 tanggal 28 Oktober 20@ntang

Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

Pengumuman lelang sekurang-kurangnya memuat

a. ldentitas penjual;

b. Hari,tanggal, waktu dantempat pelaksanaan |leddagsanakan;

c. Jenis dan jumlah barang;

d. Lokasi, luas tanah, jenis hak atas tanah, dariidak adanya bangunan,
khusus untuk barang tidak bergerak berupa tanalat@darbangunan;

e. Jumlah, dan jenis/spesifikasi, khusus unturmpbergerak;

f. Jangka waktu melihat barang yang akan dilelang;

g. Uang Jaminan Penawaran Lelang meliputi besg@agka waktu, cara
dan tempat penyetoran, dalam hal dipersyaratkanyaddang Jaminan
Penawaran Lelang.

Adapun maksud diadakannya uang jaminan lelang ladala
* Salah satu cara untuk menyeleksi Peserta Lelang lyanar-benar
berminat untuk mengikuti lelang;
* Untuk menjamin agar uang lelang dibayar tepat peadunya oleh

pemenang lelang.
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Dalam menentukan besarnya uang jaminan saat dak tada
ketentuan pasti (rumus) (misalnya persentase agagalHarga Limit),
namun nantinya akan dibuat suatu ketentuan bahwarmga Uang
Jaminan Penawaran Lelang paling sedikit 20 % (duahppersen) dan

paling banyak 50 % (lima puluh persen) dari peddralarga Limit.

Dalam persyaratan kewajiban bagi penawar untuk eterkan
uang jaminan dalam jumlah tertentu tersebut, jug@ntiikan tentang
ketentuan-ketentuan terhadap uang jaminan, yaitu :

« Uang jaminan akan diperhitungkan dengan harga pleambgka
penyetor ditunjuk sebagai pemenang dalam lelang.

« Uang jaminan akan dikembalikan kepada penyetor yamjnan
jika penyetor tidak ditunjuk sebagai pemenang.

« Uang jaminan yang disetor akan menjadi milik Balailang
dan/atau pemilik barang sesuai kesepakatan angdaa [B2lang dan
pemilik barang jika penyetor uang jaminan tersebhatmenangkan
lelang akan tetapi tidak memenuhi kewajiban melunzang

pembelian lelang dengan harga lelang sesuai ketentu

(wanprestagi. Dalam hal peserta yang ditunjuk sebagai pembeli

melakukan wanprestasi, maka uang jaminan menjddd penjual
(Vide SE-18/PJ.34/1986 tanggal 17 April 1986).

. Jangka waktu pembayaran Harga Lelang; dan

i. Harga Limit, sepanjang hal itu diharuskan dalpematuran perundang-
undangan atau atas kehendak penjual/Pemilik Barang.

Harga Limit adalah harga minimal barang yang dilglaan ditetapkan
oleh penjual/Pemilik Barang untuk dicapai dalam tsupelelangan.

Harga Limit ini ditetapkan dengan memperhatikaneapa ketentuan
yaitu :

1) Nilai Pasar;
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2) Nilai Jual Objek Pajak dari Pajak Bumi dan Bangu(M3OP PBB),
dalam hal barang yang akan dilelang berupa tanatvatda
bangunan;

3) Nilai/Harga yang ditetapkan oleh instansi yang legrang;

4) Risiko penjualan melalui lelang seperti: Bea Lelapgnyusutan,
penguasaan,cara pembayaran.

5) Dalam hal pelaksanaan Lelang Eksekusi, Harga Lseitendah-
rendahnya ditetapkan sama dengan Nilai Likuidasi

3.2. Saat lelang merupakan penanganan transaksi saat berlangsungnya
pelelangan.

Penawaran lelang dilakukan oleh Peserta Lelang latasanya pada saat

pelaksanaan lelang. Cara penawaran lelang yangalildalam praktek

lelang selama ini ada dengan cara antara lain peaawertulis, penawaran
lisan, penawaran tertulis dilanjutkan dengan penamvdisan. Seiring

dengan kemajuan di bidang teknologi, Balai lelawgsta online nantinya
penawaran lelang dapat dilakukan secara tidak lsmmggaitu :

« Semua Peserta Lelang yang sah atau kuasanya samgajoi@n
penawaran tidak diwajibkan hadir di tempat pela&sanlelang dan
penawarannya dilakukan dengan menggunakan Tekndhdgimasi
dan Komunikasi.

* Peserta Lelang dapat mengajukan penawaran dengaggurekan
audio visual dan telepon.

* Peserta Lelang dapat mengajukan penawaran dengaggurekan
Teknologi Informasi dan Komunikasi antara lain: LAQMcal area
networl, Intranet, Internet, pesan singkah@rt message serviGMS)
dan faksimili. Syaratnya adalah:

a. penawaran lelang menggunakan perangkat lusakw@arg yang
dapat dioperasionalkan untuk penyelenggaraan lelamgalui
Internet dengan harga semakin meningkat/naik-naik;
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b. Peserta Lelang yang sah mendapatkan nomor ®éstaing (ogin)
dan sandi akses pg&ssword) tertentu agar dapat melakukan
penawaran;

c. penawaran dilakukan sejak mulai pengumumandetampai dengan
penutupan penawaradd@sing timé secara berkesinambungan;

d. Harga Limit bersifat terbuka/tidak rahasia diagkan dalam situs
(web sité;

e. Peserta Lelang dapat mengetahui penawarangtgrirang diajukan
oleh Peserta Lelang lainnya secara berkesinambudgan

f. Balai Lelang menetapkan pemenang lelang berkasacetakan

rekapitulasi penawaran yang diproses perangkatk l{saftware
lelang melalui Internet ditempat pelaksanaan lelgagla saat

penutupan penawaraddgsing time.

1.3. Pasca-lelang(setelah terjadi transaksi pelelangan) merupalesamyanan
pembayaran, penanganan pengiriman, dan pelayaoasurken. Balai
Lelang menyelenggarakan kegiatan pasca lelangryafiguti:

a. Pengaturan sumber pembiayaan untuk memenuhbgyaman Harga
Lelang;
b. Pengaturan pengiriman barang; dan/atau

c. Pengurusan balik nama barang yang dibeli @asrpembeli

Pelaksanaan lelangnline melalui Balai Lelang Swasta secara garis

besar (gambar 111.1) adalah sebagai berikut:

Sebelum dilakukan pelelangan, situs balai lelan¢pkog&an open house
yaitu memberi peluang bagi pembeli untuk memeriksaang dan
informasi garansinya. Jika tertarik, peminat (pelmberlebih dahulu harus
mendaftar sebelum mengikuti proses lelang ke sebilaty Saat masuk ke
dalam lelang untuk melakukan penawaran, komputas $elang tersebut
menentukan berapa besar penawaran yang harus #ikaasuntuk menjadi
penawar tertinggi. Peminat (pembeli) dapat memamuklenawaran yang
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telah ditentukan oleh situs tersebut atau memasukl@nawaran sesuai
dengan jumlah maksimum yang diinginkan peminatatgalp suatu barang.
Untuk setiap tambahan penawaran yang masuk, kompaian
memprosesnya kembali untuk membandingkan penawdaanpeminat
dengan peminat lain yang memberikan penawaranngeiti (hingga
mencapai limit yang ditentukan). Namun, sebagiasabesitus lelang
menggunakan waktu memasukkan penawaran sebagaitpgremenang,
yaitu jika ada dua penawar dengan nilai yang sarakanpenawar yang
terlebih dahulu memasukkan penawaranlah yang alamaai pemenang

lelang.

Untuk menjamin agar uang lelang dapat dibayar tppda waktunya
oleh yang memenangkan lelang, maka dipersyaratipada peserta lelang
untuk memberikan uang jaminan penawaran lelang gaegma sebelum
lelang tersebut, dan dikembalikan seketika setelang. Penerimaan uang
jaminan lelang dicatat pada Daftar Uang Jaminaamteldan dilampirkan
pada Risalah Lelang yang bersangkutan, sehingggadetiemikian dapat
diketahui penyelesaian dari uang jaminan padapspgtanggan. Besarnya
uang jaminan penawaran lelang paling sedikit 20&& (ouluh persen) dan
paling banyak 50% (lima puluh persen) dari perkir@arga limit. Yang
dimaksud dengan harga limitegerve pricg adalah harga minimal barang
lelang yang ditetapkan oleh penjual/ pemilik baramguk dicapai dalam
suatu pelelangan. Dalam hal tidak ada harga libesaran uang jaminan

penawaran lelang ditetapkan sesuai dengan keheedgkal.

Penawaran lelangnline merupakan penawaran lelang tidak lansung.
Pada lelang dengan penawaran lelang yang dilaksantdak langsung,
semua peserta lelang yang sah atau kuasanya sagajole@n penawaran
tidak diwajibkan hadir di tempat pelaksanaan lelaag penawarannya
dilakukan dengan menggunakan Teknologi InformasikKiamunikasi. Jika
penawaran lelang dilakukan tidak langsung dengaa tiaan, peserta

lelang mengajukan penawaran dengan menggunakaramedio visual
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dan telepon. Sedangkan jika penawaran lelang ditakuidak langsung
secara tertulis, peserta lelang mengajukan penawadengan
menggunakana Teknologi Informasi dan Komunikasia@ntlain LAN
(local area network Intranet, Internet, pesan singkahd@rt message
servicé SMS) dan faksimili.

Setelah dinyatakan sebagai pemenang lelang, pedeléag
melakukan pembayaran harga lelang secara twaaih atau via bank.
Setiap pembayaran harga lelang, wajib dibuat ksitatau tanda bukti
pembayaran harga lelang oleh Balai Lelang. Sedanig&gi peserta lelang
yang dinyatakan kalah dalam pelelangan, dapat mangaiang jaminan
yang telah disetorkan seluruhnya tanpa potongamg&re menunjukkan
bukti pembayaran, pembeli/ pemenang lelang dapagamebil barang di
lokasi open houseatau barang dikirim ke tempat pembeli berada.
Berakhirnya lelang ditandai dengan Balai Lelangakgkan penyerahan
dokumen atas kepemilikan barang, petikan risaldande dan kuitansi
lelang kepada pemenang lelang serta dan menyeraddlaran Risalah
Lelang kepada penjual.

Gambar 1lI.
Proses Leladgline

Pengumpulan,
Pencatatan dan
Penilaian Barang

A 4

Pengumuman Lelang
(Surat kabar harian dam
media lainnya jika
dipandang perlu)

y

Pengunjung

Melihat -

Bayar Jaminan
Lelang via
BANK
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Penawaran lelang lisan
Ikut Lt_alang naik-naik dengan
Online penawar tertinggi
terakhir sebagai
Pemenang
Tidak
[ Ambil Jaminan Selesai
Menang ? >
Ya

Bayar Pelunasan
Lelang dengan
Tunai atau via Bank

.

Pengambilan Barang
Di lokasi Open House
Pengiriman Barang

an dan tanggungjawab Balai Lelang

Balai Lelang dalam melaksanakan lelang mempuny& #atara lain
mengadakan perjanjian dengan pemilik barang untekakeanakan jasa pra-
lelang, selain itu juga berhak untuk mengadakanapgen dengan pembel
barang untuk melaksanakan jasa pasca lelang. Disgntp Balai Lelang juga
berkewajiban antara lain dalam mengembalikan uamgnan penawaran lelang
seluruhnya tanpa potongan kepada peserta lelang tyaak ditunjuk sebagai
pembeli, menyetorkan uang jaminan penawaran letinrgpembeli yang wan
prestasi kepada yang berhak, menyetorkan PPh ataglkhan Hak atas Tanah
dan/atau Bangunan yang terhutang dari pemilik lgadan PPh Pasal 21 (atas
perurugi) ke Kas Negara, meminta bukti setor BPHI&@i pembeli lelang,
menyerahkan hasil bersih lelang kepada pemilikrzasgsuai dengan perjanjian,
menyerahkan barang, dokumen kepemilikan, kuitaesnlayaran dan kutipan
Risalah Lelang kepada pembeli lelang setelah kbamjipembeli dipenuhi,
Melaksanakan administrasi perkantoran dan lapoesta snematuhi peraturan

perundang-undangan di bidang lelang.
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Balai Lelang juga mempunyai tanggungjawab dalamaksanaan lelang
terhadap gugatan perdata dan/atau tuntutan pidang timbul akibat tidak
dipenuhinya ketentuan yang terkait dengan pelaksaledang, bertanggungjawab
atas keabsahan barang dan dokumen persyaratag, |ls&ta bertanggungjawab

atas administrasi dan pelaksanaan lelang.

Risalah Lelang
Menurut Pasal 1868 jo Pasal 37, 38 danV@hdu ReglemenRisalah

Lelang termasuk akta otentik. Selanjutnya menurasaP 1870 akta otentik
merupakan bukti yang sempurna. Risalah lelang jogaupakan salah satu
bentuk perjanjian yang dibuat secara sah berlabagse undang-undang bagi
para pihak. “Persetujuan-persetujuan itu tidak tdgarik kembali selain dengan
sepakat kedua belah pihak dan persetujuan haraksdiakan dengan itikad
baik”.

Menurut Pasal 3%¥endu Reglememhengatakan “Tiap penjualan di muka
umum oleh juru lelang atau kuasanya dibuat beritaraa tersendiri yang
bentuknya ditetapkan seperti dimaksud dalam Pa&aB& dan 39 VR”. Namun
dalam perkembangannya istilah berita acara lelangelbut berubah menjadi
Risalah Lelang. Sejak kapan penggunaan Risalamgefersebut secara resmi
belum diketahui akan tetapi istilah Risalah Lelaitig menurut Pedoman
Administrasi Umum Departemen Keuangan dapat deamtdebagai berikut :

a. Berita acara adalah risalah mengenai suatuiperieesmi dan kedinasan yang
disusun secara teratur dimaksudkan untuk mempeaiatan bukti tertulis
bilamana diperlukan sewaktu—waktu. Berita acaradit@ndatangani oleh
pihak—pihak yang bersangkutan.

b. Risalah adalah laporan mengenai jalannya swtarpuan yang disusun secara
teratur dan dipertanggungjawabkan oleh si pembaatathu pertemuan itu
sendiri, sehingga mengikat sebagai dokumen resmik&gadian/peristiwa

yang disebutkan didalamnya.
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Dari kedua pengertian tentang Berita Acara dan |&stersebut diatas,
maka dapat disimpulkan bahwa Risalah Lelang ad&ehta Acara yang
merupakan dokumen resmi dari jalannya penjualarukimumum atau lelang
yang disusun secara teratur dan para pihak (pamuwdn pembelian) sehingga
pelaksanaan lelang yang disebut didalamnya mendiextgan pengertian lelang
yang dimaksud, maka risalah lelang harus memuat:

1. Apa : yang dilelangkan menjelaskan tentang olgjiels barang yang

dilelangkan.
2. Mengapa : dilakukan pelelangan menjelaskan latar belakaagnpsi
timbulnya lelang tersebut.

3. Dimana: dilelangkan menjelaskan dimana dilaksanakamdgtarsebut.

4. Bila . kapan lelang dilaksanakan.

5. Bagaimana: Pelaksanaan lelang menjelaskan proses terjagiegawaran

sampai dengan ditunjuknya Pembeli Lelang, dan

6. Siapa—siapa terlibat : yang terlibat dalam lelang, siapa pemohon/pénjua

lelang, siapa penawar-penawar dan siapa Pembeli

Lelang.

Isi Risalah Lelang terdiri dari :

1) Bagian Kepala
Bagian kepala Risalah Lelang sekurang-kurangnya uatetmari dan tanggal
lelang, tempat lelang diadakan, nama lengkap ddndikan Balai Lelang,
nama lengkap dan tempat kedudukan pemohon lellaggramengapa terjadi
lelang, syarat umum lelang dan peraturan-peratyieany berkaitan dengan
bea-bea lelang maupun pajak-pajak yang dipungut.

2) Bagian Badan
Bagian badan Risalah Lelang sekurang-kurangnya memama barang,
nama dan tempat tinggal pembeli (dalam hal pembetidakukan oleh
seseorang yang diberi kuasa maka nama dan tempgagatipemberi kuasa

juga perlu dicantumkan), harga penjualan.
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3) Bagian Kaki
Bagian kaki Risalah Lelang sekurang-kurangnya merbaayaknya barang
yang ditawarkan, jumlah barang yang telah terjbalnyaknya surat-surat
yang dilampirkan, tanda tangan pejabat lelang,ya¢ian pembeli.

6. Pelaku Bisnis Lelang
Di dalam bisnis lelang selain Balai Lelang, barsabdilaksanakan suatu
pelelangan apabila terdapat beberapa pelaku bésrasa lain :
6.1. Pemohon/ Penjual
Pemohon/penjual lelang sering juga disebut seb@ugaiers, Sellers/
Vendorsyang diartikan sebagai pemilik barang. Pemohoantgl(penjual)
adalah perorangan atau badan hukum/usaha yangshsdda peraturan
perundang-undangan atau perjanjian berwenang niebgiang secara
lelang. Penjual dapat berstatus pemilik barangs&yzemilik barang atau
orang/badan yang oleh Undang-undang atau perayamag berlaku diberi
wewenang untuk menjual barang yang bersangkutamang&an definisi
pemilik barang adalah perorangan atau badan hulsafm@uyang memiliki
hak kepemilikan atas suatu barang yang dilelang.

Hak Pemohon/ penjual,antara lain

a. Menetapkan besarnya uang jaminan bagi pesertagledasuai dengan
ketentuan.

b. Menetapkan harga limit berdasarkan pendekatan gi@nilyang dapat
dipertanggungjawabkan.

c. Menetapkan syarat-syarat lelang tambahan jika akeas perlu, seperti
jadwal penjelasan lelang kepada peserta lelanglusebgelaksanaan
lelang @anwidjzing; jangka waktu bagi calon Pembeli untuk melihat,
meneliti secara fisik barang yang akan dilelanggka waktu pembayaran
Harga Lelang; dan jangka waktu pengambilan/penygrdbarang oleh

Pembeli.
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d. Menambah pengumuman lelang dengan menggunakan raigatiga.

e. Menerima hasil bersih lelang (pokok lelang).

f. Menerima uang jaminan dalam hal pemenang lelangyumeturkan diri.

g. Meminta Salinan Risalah Lelang berikut bukti-buktkait.

h.Meminta pembatalan lelang sepanjang tidak bertgatandengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kewajiban Pemohon Lelang (Penjual) antara lain :

a. Melengkapi syarat-syarat/dokumen-dokumen yang likan.

b. Menguasai secara fisik barang bergerak yang aletanly, jika barang
bergerak yang dilelang.

c. Mengadakan pengumuman lelang di surat kabar haggmpat dan atau
media cetak/elektronik lainnya atau melalui selabamdangan.

d. Memperlihatkan atau menyerahkan asli dokumen kdpemi kepada
Balai Lelang paling lambat 1 (satu) hari kerja $efmepelaksanaan lelang.

e.Membayar biaya pengurusan Surat Keterangan Tankf) (8an Bea

Lelang Penjual.

f. Menyerahkan barang dan dokumennya kepada pemegiang.|

g. Menandatangani Risalah Lelang dalam hal lelangnigatidak bergerak.

h. Membayar Pajak Penghasilan Final atas Pengalihahn dfas Tanah
dan/atau Bangunan (Pajak Penghasilan Pasal 25)jarpgabarang yang
dilelang berupa tanah/tanah dan bangunan dengantkah sebagai
berikut :

» Dalam hal barang tersebut milik perorangan maka Ré&ttya akan
dikenakan apabila hasil lelangnya pada saat itujuinéeh
Rp.60.000.000,00 atau lebih.

* Dalam hal barang tersebut milik badan maka PPhndian tanpa
memperhatikan jumlah hasil lelang (tanpa batas)apd dasar
hukumnya adalah PP No. 48 Tahun 1994 jo No.79 T4B4A.

I. Mentaati tata tertib lelang.
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6.2.

Syarat-syarat dari Penjual diatur dalam Kep. NdPB&002 tanggal
27 September 2002 menegaskan lebih lanjut Suraa&daitjen Pajak No.
SE-13/PJ.34/1980 tanggal 19 April 1980 yang antam menyatakan:
Dengan ini ditegaskan bahwa syarat-syarat lelangbahan dari penjual
tersebut hanya dimuat dalam Risalah Lelang jikajya¢nbetul-betul
mensyaratkan secara tertulis kepada Kantor LeR2atam hal penjual tidak
mengajukan syarat-syarat dimaksud, Pejabat Lelandpk t perlu
mencantumkan dalam Risalah Lelang, cukup hanya aménmkan klausul
umum yang telah dibakukan. Sebaliknya, jika penjuahgajukan syarat-
syarat khusus, maka syarat-syarat tersebut hataatdmkan dalam Risalah
Lelang, dengan ketentuan:
a. Tidak boleh bertentangan dengan ketentuan umunmggelmisalnya:
memperjanjikan pengembalian uang hasil lelang #paladwal
pembongkaran barang yang dilelang tidak dipenwdh pembeli; apabila

tidak mengikutianwijzing (penjelasan atas barang-barang yang dilelang)

tidak boleh ikut lelang; Jangka waktu penyetoramgugaminan
ditetapkan terlalu lama dari waktu pelaksanaamtglayarat-syarat lain
yang bertentangan dengan syarat umum lelang.

b. Tidak berakibat merugikan/mengurangi hak-hak Negara

c. Memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjiangagibana dimaksud
dalam Padal 1320 KUH Perdata.

d. Disampaikan secara tertulis pada saat permohofenrgle

e. Diumumkan pada pengumuman lelang.

Peserta Lelang/ Pembeli

Peserta lelang/ Pembeli sering disebut sebAganders, Bidders, the
highest bidders, buyers, purchasgeng diartikan sebagai peserta, penawar,
penawar tertinggi, pemenang lelang/pembeli lel@igh karena itu Pembeli

dapat diartikan sebagai berikut orang atau badakurhiusaha yang
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6.3.

mengajukan penawaran tertinggi yang mencapai atdanmpaui nilai limit

yang disahkan sebagai pemenang lelang.

Hak Peserta Lelang,antara lain :

a. Melihat dokumen-dokumen tentang kepemilikan baraag meminta
keterangan/penjelasan tambahan sebelum pelaksizhaamn

b. Melihat/meneliti secara fisik barang yang akanldirig.

c. Meminta Petikan Risalah Lelang dalam hal yang Imgjieatan menjadi
pemenang lelang.

d. Meminta kembali uang jaminan lelang/kelebihan yangnan.

e. Mendapatkan barang dan bukti pelunasan serta dokdoi@imennya

apabila ditunjuk sebagai pemenang lelang.

Kewajiban Peserta Lelang antara lain :

a. Menyetor uang jaminan lelang kepada KLN/PL Kelas apabila
disyaratkan untuk itu.

b. Hadir dalam pelaksanaan lelang/kuasanya.

c. Mengisi penawaran.

d. Membayar pokok lelang dan bea-bea lelang yang @ikentukan dalam
hal menjadi pemenang lelang.

e. Mentaati tata tertib pelaksanaan lelang.

Pembeli Lelang

Yang dimaksud dengan Pembeli adalah orang ataunbadag
mengajukan penawaran tertinggi yang mencapai atanmpaui nilai limit
yang disahkan sebagai pemenang lelang. Pembetamhtan oleh Balai
Lelang, wajib membayar harga lelang dan Bea Lelanmqya yang telah
ditetapkan dan diketahui pembeli sebelumnya. Apalpkembeli tidak
memenuhi  kewajibannya tersebut, Balai Lelang bis&mbatalkan

penetapannya sebagai pembeli. Pembeli yang tidakemehi kewajibannya
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tersebut tidak boleh mengikuti lelang di selurudonesia dalam waktu 6
(enam) bulan (Pasal 38 KMK N0.304/KMK.01/2002).

D. Prospek Lelang di Indonesia
Seperti yang dikutip dari FX. Ngadijarno, NunungoEkaksito dan Isti

Indrilistiani (2006), di Indonesia indikasi adary@spek pengembangan bisnis lelang

yang baik dapat disimpulkan dari berbagai hal sabagyikut:

1. Tersedianya berbagai prasarana dan saran yang jaegunkegiatan
penyelenggaraan lelang seperti jaringan telekonashikang memadai, jaringan
perbankan yang luas, dan sebagainya yang mempenmmpelayelenggaraan
lelang swasta untuk mewujudkan lelang yang profedio

2. Di Indonesia, tersedia berbagai barang dan berbagaam industri barang dan
jasa yang dapat memanfaatkan sistem lelang. Bamdustri jasa keuangan,
khususnya perbankan akhir-akhir ini tampak sanganenlukan bantuan lelang,
terlebih setelah merebak dan meningkatnya kasuit krermasalah.

3. Khusus berkenaan dengan lelang properti, peluarigkumelakukan lelang
properti masih cukup besar mengingatnandierhadap properti masih jauh lebih
besar dibandingkan dengaupply yang ada. Sebagai contoh adalah menurut
Propertynet.com DKI sebagai kota dengan pendud@ j&*a jiwa. Dalam
hitungan sederhana dapat digambarkan sebagai beliknlah kepala keluarga di
DKI (2003) lebih kurang 2,6 juta jiwa. Pertumbuhpenduduk (alamiah dan
urbanisasi) 1,45 % per tahun atau 143.500 jiwaagdarn. Dengan asumsi ukuran
keluarga 4 jiwa per rumah, maka kebutuhan rumabeakiertumbuhan penduduk
sama dengan 142.500/4 yaitu 36.625 unit per tahon.berarti terdapat
kekurangan rumah kumulatif sebanyak 733.000/tai2@03). Lalu menjadi
740.000 (2004), 747.000 (2005), 804.000 (2006),69.@0 (2010 dengan
penduduk 12,07 juta jiwa). Kebutuhan rumah bardasgkan proyeksi RUTR
DKI tahun 1990-2005 sebesar 64.360 unit rumah/tahun
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4. Perkembangan peraturan perundangan di bidang ekonampaknya cukup
kondusif dan memungkinkan terjadinya perluasan dtagi di bidang lelang,
terbukti antara lain diterbitkannya :

a. Undang-undang No. 4 tahun 1996 tentang Hak Targsm;

b. Undang-undang No. 4 tahun 1994 tentang Kepailita

c. Undang-undang No. 42 tahun 1999 tentang Fidusia;

d. Undang-undang No. 1 tahun 2004 tentang PerbaraiaiNegara;

e. Berbagai undang-undang tentang perpajakan yaagihmmemerlukan
penagihannya dengan cara lelang.

5. Political will Pemerintah, khususnya Departemen Keuangan untuk
mengembangkan Balai Lelang dan mendorong PejadahdgeSwasta kiranya
tidak diragukan lagi dan dapat indikasi prospekoylaaik dari bisnis ini.
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